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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis 

penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana mengedarkan 

minuman keras tanpa izin di Kota Jambi serta kendala dalam 

pelaksanaannya. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah: 1) Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku 

mengedarkan minuman keras tanpa izin di Kota Jambi? dan 2) Apa 

saja kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap pelaku 

mengedarkan minuman keras tanpa izin di Kota Jambi? Penelitian 

ini menggunakan metode yuridis-empiris dengan teknik 

pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Penegakan hukum 

dilakukan melalui cara Pre-emtif, Preventif dan Represif oleh aparat 

penegak hukum, seperti razia, penyitaan barang bukti, dan 

pemberian sanksi hukum kepada pelanggar. (2) Kendala dalam 

pelaksanaan penegakan hukum meliputi kurangnya sumber daya 

manusia, terbatasnya fasilitas dan anggaran, lemahnya pengawasan 

di tingkat distribusi, serta rendahnya kesadaran masyarakat 

mengenai bahaya minuman keras. Saran dari penelitian ini adalah 

perlunya peningkatan koordinasi antarinstansi, penambahan fasilitas 

dan anggaran operasional, serta intensifikasi edukasi kepada 

masyarakat terkait risiko minuman keras. 

 

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Minuman Keras Tanpa Iizn
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ABSTRAC 

 

This study aims to identify and analyze law enforcement against 

perpetrators of the crime of distributing alcoholic beverages without 

license (ilegal) in Jambi City, as well as the challenges faced in its 

implementation. The research questions are: 1) How is law 

enforcement carried out against perpetrators of the crime of 

distributing alcoholic beverage ilegal  in Jambi City? and 2) What 

are the challenges faced in law enforcement against perpetrators of 

this crime in Jambi City? This study uses a juridical-empirical 

method with data collection techniques through literature studies 

and field research. The results show that: (1) Law enforcement is 

carried out through pre- emptive, preventive, and repressive 

measures by law enforcement officials, such as raids, confiscation 

of evidence, and the imposition of legal sanctions on offenders. (2) 

The challenges in law enforcement include a lack of human 

resources, limited facilities and budget, weak supervision at the 

distribution level, and low public awareness of the dangers of 

adulterated alcoholic beverages. This study suggests the need to 

improve inter-agency coordination, increase operational facilities 

and budget, and intensify public education on the risks associated 

with  alcoholic beverages. 

 

Keywords: Law Enforcement, Alcoholic Beverages Ilegal 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Negara Indonesia berdasarkan pembukaan UUD 1945 adalah negara 

yang berdasarkan pada hukum. Negara memiliki tugas untuk mewujudkan 

kedamaian yang dicerminkan oleh pembentukan suatu hukum, oleh 

karenanya pembentukan suatau hukum dalam bentuk peraturan perundang-

undangan menjadi sangat penting dan tak mungkin lagi dihindarkan untuk 

mengatur kesejahteraan rakyat dalam berbagai bidang.1 

Hukum erat kaitannya dengan kehidupan Masyarakat. Hukum 

sering digambarkan sebagai fenomena sosial, di mana ada Masyarakat, di 

situ juga ada hukum. Keberadaan hukum merupakan suatu kebutuhan 

Masyarakat, baik sebagai kebutuhan individu dalam Masyarakat maupun 

dalam hubungannya dengan orang lain. Adanya sebuah aturan hukum yang 

mengatur tatanan hidup bermasyarakat merupakan salah satau cari dari 

negara dalam mengatur warga negaranya.2 Hukum bahkan di butuhkan 

dalam pergaulan yang sederhana sampai pergaulan yang luas antar bangsa, 

karena hukumlah yang menjadi landasan aturan dalam tata kehidupan.  

Maka dari itu, hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan 

Masyarakat agar kepentingan dapat terlindungi. Pelaksanaan hukum dapat 

 
 1Hamid S. Attamimi, Ilmu Perundang-undangan, Cet 2, Kamisius, Yogyakarta, 2007 

hlm.1. 
2Sri Rahayu, Herry Liyus, DKK, “Penanganan Aanak yang berhadapan dengan Hukum 

kepada Anggota Polisi di Kepolisian Resort (OLRES) Kabupaten Tanjung Jabung Barat” ,Jurnal 

Karya Abadi Masyarakat Vol.3 No 2, 2019, https://online-

journal.unja.ac.id/JKAM/article/view/8504/9952. Diakses pada 21 Maret 2025 

 

https://online-journal.unja.ac.id/JKAM/article/view/8504/9952
https://online-journal.unja.ac.id/JKAM/article/view/8504/9952
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berlangsung secara normal, damai, tetapi dapay juga terjadi karena 

pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar ini harus 

ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum menjadi kenyataan.3 

Dalam penegakan hukum diperlukan adanya norma hukum dan 

peraturan perundang-undangan yang kemudian dibantu oleh aparat penegak 

hukum yang berintegritas dan professional dalam menjamin terwujudnya 

penegakan hukum. 

Salah satu permasalahan yang masih marak terjadi di Indonesia 

adalah masalah minuman alkohol/keras yang banyak dikomsumsi oleh 

Masyarakat luas. Dalam Pasal 1 dan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 74 

Tahun 2013 tentang Pengawasan Pengedaran Minuman Beralkohol 

menyebutkan bahwa: 

Pasal 1 

(1) Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etil 

alkohol atau etanol (C2H5OH) yang diproses dari bahan hasil 

pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi 

dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi. 

(2) Minuman Beralkohol Tradisional adalah minuman berlakohol 

yang dibuat secara tradisional dan turun temurun yang dikemas 

secara sederhana dan pembuatannya dilakukan sewaktu-waktu, 

sertta dipergunakan untuk kebutuhan adat istiadat atau upacara 

keagamaan. 

Pasal 3 

Standarisasi minuman keras dibagi menjadi 3 (tiga) golongan yaitu: 

(1) Golongan A ialah minuman keras dengan kadar ethanol 

(C2H50H) 1% (satu perseratus) sampai dengan 5% (kima 

perseratus) 

 
3Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Libert, Yogyakarta, 2008, 

hlm.160. 
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(2) Golongan B ialah minuman keras dengan kadar ethanol 

(C2H50H) 5% (lima perseratus sampai dengan 20% (dua puluh 

perseratus) 

(3) Golongan C ialah minuman keras dengan kadar ethanol 

(C2H50H) lebih dari 20% (dua puluh perseratur) sampai dengan 

55% (lima puluh lima perseratus) 

Terlepas dari itu semua minuman keras beralkohol tetap merupakan 

salah satu jenis NAZA (Narkotika, Alkohol, dan Zat Adiktif) dalam bentuk 

minuman keras yang mengandung alkohol tidak peduli berapa kadar alkohol 

didalamna. Alkohol termasuk zat adiktif, artinya zat tersebut dapat 

menimbulkan adiksi yaitu ketagihan dan dependesi (ketergantungan). 

Penyalahgunaan/ketergantungan NAZA jenis alkohol ini dapat 

menimbulkan gangguan mental organic yaitu gangguan dalam fungsi 

berfikir, berperasaan, dan berperilaku. Gangguan mental ini disebabkan 

langsung alkohol pada neuro-transmitter sel-sel sarat pusat (otak).4 

Di Indonesia minuman keras beralkohol diawasi peredarannya oleh 

negara, terutama minuman impor. Jenis minuman beralkohol seperti anggur, 

bir, brendi, tuak, vodka, wiski dan lain-lain. Sering dijumpai pemberitaan, 

baik media cetak maupun media elektronik mengenai dampak negative dari 

mengkomsumsi minuman keras ditambah lagi dengan munculnya minuman 

keras oplosan yang banyak dijumpai pada kios-kios pinggir jalan. Banyak 

orang yang mengkomsumsi minuman keras kemudian harus berurusan 

dengan pihal kepolisian oleh karena tidak terkendalinya manusia ketika ia 

telah mengkomsumsi minuman keras secara berlebihan. Masyarakat awam 

 
4Dadang Hawari, Penyalahgunaan & Ketergantungan NAZA (Narkotika, ALkoho, & Zat 

Adiktif), Balai Penerbit FKUI, Jakarta,2005, hlm 52.  
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pun pasti tahu bahwa Ketika mengkonsumsi minuman beralkohol tanpa 

batas, maka manusia tidak terkendali senantiasa berbuat semaunya saja. 

Banyak kasus-kasus hukum yang terjadi akibat dari minuman keras.5 

Namun yang sering kali terjadi di Indonesia adalah pengedaran 

minuman alkohol yang tidak memiliki izin atau illegal seperti dijual yaitu 

pada kios-kios kecil. Kitab Undang-Undnag Hukum Pidana (KUHP) 

memang tidak mengatur secara eksplisit mengenai larangan terkait 

peredaran minuman keras tanpa izin. Pasal yang digunakan adalah Pasal 204 

KUHP yang  berbunyi sebagai berikut: 

(1) Barang siapa menjual, menawarkan, menyerahkan atau 

membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan 

nyawa atau Kesehatan orang, padahal sifat yang 

membahayakan itu tidak diberitahukan, diancam dengan 

pidana penjara paling lama lima belas tahun. 

(2) Jika perbuatan itu menyebabkan orang mati atau luka berat, 

maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara seumur 

hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama 

dua puluh tahun.  

 

Walaupun tidak secara spesifik menjelaskan mengenai izin tentang 

pengedaran minuman keras namun pasal ini memiliki relevansi dengan 

konteks minuman keras tanpa izin, apabila barang yang diedarkan tidak 

melalui proses pengawasan mutu, mengandung zat berbahaya, atau illegal. 

Pasal 204 KUHP ini bersifat umum dan dapat diterapkan apabila memang 

adanya bukti bahwa barang yang diedarkan itu membahayakan kesehatan 

dan nyawa. Selain KUHP terkait pengedaran minuman tanpa izin diatur 

 
5Meita Lefi Kurnia dan Eobo Gandareva Andexa, “Peranan Satuan Polisi Pamong Praja 

dalam Pengawasan Minuman Beralkohol di Kota Padang”, Jurnal Normative, Volume 9 Nomor 1 

Tahun 2021. Diakses melalui https://ojs.unitas-

pdg.ac.id/index.php/normatif/article/dwonload/698/473/ tanggal 17 Mei 2024 

https://ojs.unitas-pdg.ac.id/index.php/normatif/article/dwonload/698/473/
https://ojs.unitas-pdg.ac.id/index.php/normatif/article/dwonload/698/473/
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dalam Pasal 4 Ayat (3) dan (4)  Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 

yang menyebutkan: 

(3) Minuman keras beralkohol hanya dapat diedarkan setelah 

memiliki izin edar dari kepala lembaga yang menyelenggarakan 

pengawasan di bidang obat dan makanan 

(4) Minuman keras beralkohol hanya dapat diperdagangkan oleh 

pelaku usaha yang telah memiliki izin memperdagangkan 

Minuman Beralkohol sesuai dengan penggolongannya 

sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Ayat (1) menteri yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

perdagangan.  

 

Namun dalam Perpres ini penegakan hukum yang dilakukan 

hanyalah bersifat administrative dan teknis, tanpa memuat adanya ketentuan 

pidana didalamnya. Akibatkanya, walaupu seseorang dinyatakan terbukti 

melanggar, tidak tersedia ancaman pidana yang bisa digunakan sebagai 

dasar penahanan atau penuntutan pidana.  

Di Kota Jambi sendiri terdapat salah satu peraturan daerah yang 

mengatur mengenai minuman beralkohol yaitu Pasal 5 dan Pasal 9 Ayat (1) 

dan (2) Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 7 tahun 2010 tentang 

Pelarangan Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol di tempat 

umum menyebutkan: 

Pasal 5 

(1) Setiap orang atau badan dilarang menjual dalam kemsan secara 

eceran atau grosis minuman beralkohol golongan A, golongan B, 

golongan C dan/atau menjual langsung untuk diminum di tempat 

umum. 

(2) Tempat umum sebagaimana dimaksud pad aayat (1) meliputi: 

a. Taman remana; 

b. Gelangganga olahraga; 

c. Kaki lina; 

d. Terminal 

e. Kios-kios kecil; 
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f. Penginapan remaja 

g. Bumi perkemahan; 

h. Taman hutan kota; 

i. Taman wisata 

j. Tempat yang berdekatan dengan tempat ibadah, sekolah, 

rumah sakit, dan pemukiman; 

Pasal 9 

(1) Penjual lagsung hanya diizinkan menjual minuman beralkohol 

golongan A, golongan B, dan/atau golongan C untuk diminum 

langsung di tempat tertentu. 

(2) Tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu: 

a. Hotel berbintang 3, 4, dan 5; 

b. Restoran dengan tanda talam kencana dan tanda selaka; dan 

c. Bar termasuk pub dan klab malam.  

Sevlain itu, dalam Pasal 25 Pevraturan Daevrah Kota Jambi No.7 Tahun 

2010 ini mevmuat tevrkait kevtevntuan pidana bagi pevlanggar, yaitu: “Sevtiap 

orang atau badan yang tevtap mevlaksanakan kevgiatan usahanya sevtevlah 

dihevntikan sevcara paksa sevbagaimana dimaksud dalam Pasal 23, diancam 

devngan pidana kurungan 3(tiga) bulan atau devnda paling sevdikit Rp 

20.000.000 dan paling banyak Rp 50.000.000” 

Mevskipun Pevrda ini pevlaksana utamanya itu dilakukan pevmevrintah 

daevrah mevlalui Satpol PP, aparat kevpolisian mevmiliki peran pevnting juga 

untuk ikut sevrta mevnevgakan hukum mevlalui penegakan peraturan daerah 

yang bevrlaku, tevrutama apabila pevlanggaran yang tevrjadi itu mevnimbulkan 

gangguan yang bevrkaitan devngan hukum pidana. Hal ini sevsuai devngan Pasal 

13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tevntang kevpolisian, polisi 

bevrtugas untuk mevmevlihara kevamanan, mevnevgakkan hukum, sevrta 

mevmbevrikan pevrlindungan dan pevlayanan kevpada masyarakat. Sevbagai 
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Aparat pevnevgak hukum yang bevrintevgritas dan profevssional dalam mevnjamin 

tevrwujudnya pevnevgakan hukum yang evfevktif sevrta bevrkevadilan.6  

Polresta Jambi bekerja sama dengan Satpol PP telah melakukan 

serangkaian tindakan penindakan terkoordinasi dalam upaya untuk 

menanggulangi pelanggaran peredaran minuman berlakohol tanpa izin di 

kota jambi.  erdasarkan data yang hasil kerja sama tersebut terdapat jumlah 

botol yang tidak sedikit. Hal ini dijabarkan pada tabel di bawah ini: 

Tabel I. 

Data Penemuan Minuman Keras Tanpa izin 

 di Wilayah Polresta  

Jambi Tahun 2017-2024 

 

NO TAHUN JUMLAH 

1. 2017 1.075 BOTOL 

2. 2018 2.265 BOTOL 

3. 2019 1.030 BOTOL 

4. 2020 2.023 BOTOL 

5. 2021 1.650 BOTOL 

6 2022-2024 3.879 BOTOL 

Sumbevr: Polrevsta Jambi 

 

 
6Yohana, Herry Liyus, Nys Arfa, “Peranan Jaksa dalam Melakukan Pengawasan Terhadap 

Narapidana yang mendapat Pembebasan Bersyarat” Pampas: Journal of Criminal Law, Vol.2 No.3 

2021, https://mail.online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/16326/13093 diakses pada 21 

Maret 2025 
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Selain tabel botol sitaan tersebut, adapun hasil dari upaya 

penindakan tersebut mencatat bahw ada sebanyak 74 kasus pelanggaran 

Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 7 Tahun 2010 tentang Larangan 

Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol di Tempat Umum. Meskipun 

jumlah total kasus yang tercatat mungkin tidak tampak terlalu tinggi dalam 

hal pelanggaran administratif, namun jumlah minuman beralkohol yang 

disita cukup besar menunjukkan adanya volume peredaran minuman 

beralkohol ilegal yang cukup besar. Situasi ini menunjukkan masalah yang 

terus berlanjut dan meluas yang memerlukan pengawasan hukum yang 

serius dan intervensi regulasi yang komprehensif, karena menimbulkan 

risiko yang cukup besar terhadap ketertiban umum, kesehatan, dan 

keselamatan di masyarakat. Data tersebut terdapat pada tabel di bawah ini: 

Tabel I. 

Data Pelanggaran Terhadap Perda No.7 Tahun 2010  

Yang diserahkan Satpol PP kepada Polresta 

 Kota Jambi 2019-2024 

 

Tahun Pasal yang Dilanggar Jumlah 

Kasus 

Pelanggaran 

terulang 

2019 Pasal 5 Ayat (1) 38 Kasus 5 Kasus 

2020 Pasal 5 Ayat  (2) huruf 

e 

12 Kasus 3 Kasus 

2021 Pasal 9 Ayat (1) 8 Kasus 2 Kasus 

2022 Pasal 9 Ayat (2) huruf 

c 

5 Kasus 1 Kasus 

2023 Pasal 23 (tidak 

mengindahkan 

menghentikan usaha) 

7 Kasus 3 Kasus 

2024 Pasal 25 3 Kasus 0 Kasus 

 Sumber: Polresta Jambi 
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Mevrujuk pada hal tevrsevbut maka pevnulis ingin mevngevtahui dan 

mevngkaji levbih dalam mevngevnai “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku 

Mengedarkan Minuman keras Tanpa Izin di Kota Jambi”  

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana upaya pevnevgakan hukum terhadap pevlaku yang 

mevngevdarkan minuman kevras tanpa izin di Kota Jambi? 

2. Apa saja kevndala pevnevgakan hukum tevrhadap pevlaku yang mevngevdarkan 

minuman kevras tanpa izin di Kota Jambi? 

C. Tujuan Penelitan  

1. Untuk mevngevtahui dan mevnganalisis penegakan hukum yang dilakukan 

oleh pihak Kevpolisian dalam mevmbevrantas pevrevdaran dan pevrdagangan 

minuman kevras tanpa izin di Kota Jambi. 

2. Untuk mevngevtahui dan mevnganalisis kevndala yang dihadapi pihak 

Kevpolisian dalam upaya untuk menegakkan hukum terhadap pevrevdaran 

dan pevrdagangan minuman kevras tanpa izin di Kota Jambi. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Sevcara Tevoritis 

a. Hasil pevnevlitian ini diharapkan bevrguna untuk pevngevmbangan ilmu 

pevngevtahuan di bidang hukum khususnya hukum pidana 

b. Mevmbevri pevngevtahuan bagi pihak lain mevngevnai pevnevgakan hukum 

tevrhadap pevlaku pindak pidana mevngevdarkan minuman kevras tanpa 

izin di Kota Jambi. 
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2. Sevcara Praktis 

a. Hasil pevnevlitian ini diharapkan dapat mevnambah wawasan sevrta 

pevngevtahuan pevnulis dan dapat dijadikan sevbagai bahan ajar dalam 

hukum pidana 

b. Dapat mevnjadi masukan bagi Polrevsta Jambi agar Pevnevgakan Hukum 

tevrhadap pevlaku yang mevngevdarkan minuman kevras tanpa izin 

mampu bevrjalan sevcara maksimal dan sevmevstinya. 

E. Kerangka Konseptual 

Untuk mevmbevrikan Gambaran yang jevlas dan mevnghindari 

pevnafsiran yang bevrbevda-bevda dalam mevngartikan istilah yang digunakan 

dalam pevnevlitian ini, maka pevnulis mevmbevrikan batasan dan konsevp tevrkait 

judul pevnevlitian ini devngan mevmbevrikan devfinisi-devfinisi dari bevbevrapa 

istilah yang ada, yaitu sevbagai bevrikut: 

1. Pevnevgakan Hukum 

Kamus Bevsar Bahasa Indonevsia (KBBI), arti dari kata pevnevgakan 

adalah prosevs, cara, pevrbuatan mevnevgakkan, maka pevnevgakan hukum 

dapat diartikan prosevs dan cara mevnevgakakan hukum tevrsevbut.7 

Pevngevrtian pevnevgakan hukum sevbagai kevgiatan untuk 

mevnyevlaraskan hubungan nilai-nilai yang tevlah dijabarkan dalam 

kaidah-kaidah yang sevmpurna, sikap tindak sevbagai suatu rangkaian 

 
7Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diakses melalui melalui 

https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penegakan tanggal 17 Mei 2024 

https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penegakan
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pevnjabaran nilai-nilai tahapan akhir untuk dapat mevnciptakan, 

mevmevlihara, dan mevmpevrtahakan kevdamaian pevrgaulan hidup.8 

Pevnevgakan hukum adalah sevgala daya dan upaya untuk 

mevnjabarkan kaidah-kaidah hukum kev dalam kevhidupan Masyarakat, 

devngan devmikian dapat tevrlaksana suatu tujuan hukum kev dalam 

Masyarakat bevrupa pevrwujudan nilai-nilai kevadilan, kevsevbandingan, 

kevpastian hukum, pevrlindungan hak, kevtevntraman Masyarakat dan lain 

sevbagainya.9 

2. Pevlaku 

Pevlaku adalah orang yang mevlakukan tindak pidana yang 

bevrsangkutan, dalam arti orang yang devngan suatu kevsevngajaan atau 

suatu tidak sevngaja sevpevrti yang diisyratkan olevh undang-undnag tevlah 

mevnimbulkan suatu akibat yang tidak dikevhevndaki olevh undag-undang, 

baik itu mevrupakan unsur-unsur subjevktif maupun ovbjevktif, tanpa 

mevmandang apakah Kevputusan untuk mevlalukan tindak pidana tevrsevbut 

timbul dari dirinya sevndiri atau tidak karevna gevrakkan ovlevh pihak 

kevtiga.10 

Pevlaku atau pevnjahat adalah sevovrang atau sevkevlovmpovk ovrang yang 

mevlakukan pevrbuatan anti sovcial walaupun bevlum atau tidak diatur ovlevh 

hukum undnag-undnag atau hukum pidana. dalam arti sevmpit, pevlaku 

 
8Munir Fuady, Aliran Hukum Kritis, Paradigma Ketidak berdayaan Hukum, Citra Aditya 

Bakti, Bandung, 2003, hlm. 5 
9Ibid, hlm.6 
10Barda Narawi Arif, Sari Kuliah Hukum Pidana II, Fakultas Hukum Undip, 1984, hlm.37.  
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atau pevnjahat adalah sevovrang yang mevlakukan pevlanggaran undang-

undang atau hukum pidana, lalu ditangkap, dituntut, dibuktikan 

kevsalahannya didevpan pevngadilan sevrta kevmduai dijatuhkan hukuman.11 

3. Pevrevdaran Pidana 

Mevnurut Kamus Bevsar Bahasa Indovnevsia (KBBI), “pevrevdaran” 

bevrarti bevrpindah-pindah dari tanan kev tangan atau dari tevmpat satu kev 

tevmpat lain. Dalam hal ini yang dimaksudkan devngan pevrevdaran pidana 

sevcara umum mevrujuk pada sevgala bevntuk aktivitas yang sevcara garis 

bevsar bevrkaitan devngan distribusi, pevrdagangan, atau pevnyevbaran 

barang dan jasa yang dilarang ovlevh hukum. Tindakan pevrevdaran pidana 

bevrkaitan devngan tindak kriminal mevliputi, pevngevdaran narkovtika, 

minuman kevras ovplovsan, ovbat, kovsmevtik, makana, sevnjata, uang palsu 

yang tevntunya tidak mevmiliki izin evdar. 

4. Minuman Kevras 

Minuman kevras, minuman kevras atau disevbut juga minuman 

bevralkovhovl adalah minuman yang mevngandung zat evtanovl. Evtanovl sevndiri 

adalah zat atau bahan yang bila dikovnsumsi akan mevnurunkan tingkat 

kevsadaran bagi kovnsumevnnya (mabuk).12  

Bevrdasarkan Kevptusuan Mevntevri Kevsevhatan Novmovr 22 Tahun 

1998 alkovhovl adalah zat yang paling sevring disalahgunakan manusia, 

 
11Adang, Yesmil Nawar, Pembaharuan Hukum Pidana: Reformasi Hukum Pidana, 

Grasindo, Jakarta, 2010, hlm.15.  
12Andrifai, “Dampak Minuman Keras Pada Setiap Peserta Didik di SMKN 1 Banawa 

Kecamatan  Banawa Kabupaten Donggala”, Universitas Islam Negeri Dotokarama Palu 

https://repository.uindatokarama.ac.id/id/eprint/2329/1/01%20Baru%20Sampul_merged.pdf 

diakses pada 17 Mei 2024 

https://repository.uindatokarama.ac.id/id/eprint/2329/1/01%20Baru%20Sampul_merged.pdf
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alkovhovl dipevrovlevh atas pevragian/fevrmevntasi madu, gula, sari buah atau 

umbi-umbian. Dari pevragian tevrsevbut dapat dipevrovlevh alkovhovl sampai 

15% tevtapi devngan provsevs pevnyulingan (devstilasi) dapat dihasilkan kadar 

alkovhovl yang levbih tinggi bahkan mevncapai 100%. Kadar alkovhovl dalam 

darah maksimum dicapai 30-90 mevnit. Sevtevlah disevrap, alkovhovl/evtanovl 

disevbar luaskan kevsuluruh jaringan dan cairan tubuh. Devngan 

pevningkatan kadar alkovhovl dalam darah ovrang akan mevnjadi evufovria, 

namun devngan pevnurunannya ovrang tevrsevbut mevnjadi devprevsi.13 

Pevnggovlovngan minuman kevras itu sevndiri mevnurut Pasal 3 

Pevraturan Prevsidevn Novmovr 74 Tahun 2013 tevntang Pevngevndalian Dan 

Pevngawasan Minuman Bevralkovhovl yaitu : 

1. Minuman Bevralkovhl govlovngan A adalah minuman yang 

mevngandung evtil alkovhovl atau evtanovl (C2H5O vH) devngan kadar 

sampai 5% (lima pevrsevn) 

2. Minuman Bevralkovhovl govlovngan B adalh minuman yang 

mevngandung evtil alkovhovl atau evtanovl (C2H5O vH) devngan kadar 

levbih dari 5% (lima pevrsevn)  sampai devngan 20% (dua puluh 

pevrsevn) 

3. Minuman Bevralkovhovl govlovngan C adalh minuman yang 

mevngandung evtil alkovhovl atau evtanovl (CH25O vH) devngan kadar 

 
13Afif Nurohman, “Peran Kepolisian dalam Menanggulangi Peredaran dan Perdagangan 

Miras tanpa Izin di Wilayah Hukum Polres salatiga” Universitas Darul Ulum Islamic Centre 

Sudirman Guppi, 2022. http://repository.undaris.ac.id/id/eprint/973/ Diakses pada 17 Mei 2024 

 

http://repository.undaris.ac.id/id/eprint/973/
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levbih dari 20% (dua puluh pevrsevn) sampai devngan 55% (lima 

puluh lima pevrsevn)  

Minuman govlovngan A, B, dan C adalah kevlovmpovk minuman kevras 

yang diprovduksi, pevngevdaran dan pevnjualannya ditevtapkan sevbagai 

barang dalam pevngawasan. Provduksi atau pevmbuatan minuman 

bevralkovhovl didalam nevgevri hanya dapat dilakukan devngan izin Mevntevri 

pevrdagangan.14 

F. Landasan Teori  

Landasan tevovri dalam pevnulisan ilmiah bevrfungsi sevbagai pevmandu 

untuk mevngovrganisasi, mevnjevlaskan dan mevmprevdiksi fevnovmevna-fevnovmevna 

dan atau ovbjevk masalah yang ditevliti devngan cara mevngkovntruksikan 

kevtevrkaitan antara kovnsevp sevcara devduktif ataupun induktif. Hukum sevbagai 

suatu hal yang univevrsal artinya dibevlah bumi manapun atau di nevgara 

manapun pasti mevmevrlukan hukum, tevtapi, di sisi lain hukum mevmiliki 

karaktevristik tevrsevndiri sevsuai devngan ciri dan pevrtumbuhan hukum itu 

sevndiri.15 

Tevovri Pevnevgakan Hukum Sevcara umum, pevnevgakan hukum mevrujuk 

pada sevrangkaian tindakan dan provsevs yang diambil untuk mevmastikan 

kevpatuhan tevrhadap novrma-novrma hukum yang bevrlaku dalam suatu 

 
14Marchya Odetha Cessarina Kandow, “Penegakan Hukum Tindak Pidana Peredaran 

Miras di Kabupaten Blitar”, Universitas Brawijaya, Malang, 2013. Diakses melalui 

https://media.neliti.com/media/publications/34878-ID-penegakan-hukum-tindak-pidana-peredaran-

miras-di-kabupaten-blitar.pdf tanggal 30 November 2024. 
15Hafrida, ;Perekaman Proses Persidangan Pada Pengadilan Negeri ditinjau dari Aspek 

Hukum Acara Pidana,” Jurnal Ilmu Hukum Jambi 5, no.1 2014 

https://www.researchgate.net/publication/337388473 diakses pada 17 Mei 2024 

https://media.neliti.com/media/publications/34878-ID-penegakan-hukum-tindak-pidana-peredaran-miras-di-kabupaten-blitar.pdf
https://media.neliti.com/media/publications/34878-ID-penegakan-hukum-tindak-pidana-peredaran-miras-di-kabupaten-blitar.pdf
https://media.neliti.com/media/publications/34878-ID-penegakan-hukum-tindak-pidana-peredaran-miras-di-kabupaten-blitar.pdf
http://www.researchgate.net/publication/337388473
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masyarakat atau nevgara. Hal ini mevlibatkaan pevnevrapan aturan hukum dan 

sanksi tevrhadap pevlanggaran untuk mevncapai tujuan tevrtevntu, sevpevrti 

mevnjaga kevtevrtiban sovsial, kevadilan, dan pevrlindungan hak asasi. 

Dalam mevnjalankan pevnevgakan hukum, tevrdapat 3 evlevmevn yang pevrlu 

dipevrhatikan : 

1. Kevpastian Hukum (Revchtssichevrhevit) 

Pevntingnya pevnevrapan hukum dan kevpastian dalam mevnevtapkan 

hukum saat tevrjadi pevristiwa kovnkrevt. Prinsipnya adalah mevmastikan 

kevpatuhan pada hukum, devngan kevyakinan bahwa hukum harus 

ditevrapkan tanpa mevnyimpang dari prinsip "fiat justicia evt pevrevat 

mundus" (mevskipun dunia akan runtuh, hukum harus ditevgakkan). 

Kevpastian hukum bevrfungsi sevbagai pevrlindungan tevrhadap tindakan 

sevwevnang-wevnang dan mevnjamin bahwa individu dapat mevngharapkan 

hasil yang sevsuai devngan situasi tevrtevntu. 

2. Manfaat (Zwevckmassigkevit) 

Masyarakat mevngharapkan manfaat dari pevlaksanaan atau 

pevnevgakan hukum. Karevna hukum dibuat ovlevh manusia, implevmevntasi 

dan pevnevgakan hukum harus mevmbevrikan kovntribusi povsitif dan 

kevgunaan bagi masyarakat. Pevnting untuk mevnghindari timbulnya 

kevtidaknyamanan di masyarakat akibat pevlaksanaan atau pevnevgakan 

hukum yang tidak sevsuai. 

3. Kevadilan (Gevrevchtigkevit) 
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Masyarakat sangat mevnginginkan bahwa kevadilan mevnjadi 

pevrhatian utama dalam pevlaksanaan atau pevnevgakan hukum. Dalam 

provsevs pevlaksanaan dan pevnevgakan hukum, prinsip kevadilan harus 

dijunjung tinggi, walaupun hukum itu sevndiri bevrsifat umum dan 

mevnyamaratakan. Prinsip ini mevnevkankan pevrlunya kevadilan dalam 

mevnevntukan hukuman, di mana sevtiap individu dihukum sevsuai devngan 

pevrbuatannya tanpa pandang bulu.16 

Mevnurut Sovevrjovnov Sovevkantov, tevrdapat lima factovr yang 

mevmpevngaruhi pevnevgakan hukum: 

1) Faktovr Hukum 

Pevraturan yang jevlas dan tevgas sangat pevnting untuk evfevktivitas 

pevnevgakan hukum. Jika hukum tidak levngkap, ambigu, atau tidak ada 

aturna pevlaksana yang mevndukung, maka pevlaksanaanya akan sulit. 

Cevlah hukum ini akan dapat mevnimbulkan intevrprevtasi yang bevrbevda, 

sevhingga mevmpevrsulit pevnevgakan yang kovnsistevn. 

2) Faktovr Pevnagak Hukum 

Pevnevgak Hukum, sevpevrti povlisi, jaksa, dan hakim, mevmainkan pevran 

kunci dalam mevnevgakkan aturan. Jika mevrevka tidak kovmpevtevn, tidak 

bevrintevgritas, atau tidak mevmiliki pevmahaman yang mevndalam tevntant 

pevrannya, provsevs pevnevgakan hukum bisa tevrganggu. Pevnevgak hukum 

 
16Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 1999, 

hlm.125.  
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juga harus mampu bevrkovmunikasi devngan Masyarakat untuk 

mevmastikan pnevrapan hukum yang adil dan evfevktif. 

3) Faktovr Sarana atau Fasilitas 

Tanpa sarana dan fasilitas yang mevmadai, pevnevgakan hukum tidak akan 

bevrjalan lancevr. Ini mevncakup sumbevr daya manusia yang tevrampil, 

ovrganisasi yang baik, pevralatan yang tevpat, dan dukungan kevungan yang 

mevmadai. Jika salah satu dari evlevmevn ini kurang, maka pevnevgakan 

hukum tidak akan mevncapai hasil yang ovptimal. 

4) Faktovr Mayarakat 

Kevsadaran Masyarakat tevntang hukum sangat mevmpevngaruhi 

kevbevrhasilan pevnevgakannya. Jika Masyarakat mevmahami hak dan 

kevwajiban mevrevka,mevrevka akan levbih mevndukung dan mevngunakan 

sistevm hukum untuk mevlindungi kevpevntingan mevrevka. Sevbaliknya, 

kurangnya kevsadarn hukum di Masyarakat bisa mevnjadi hambatan bevsar 

dalam provsevs pevnevgakan hukum. 

5) Faktovr kevbudayaan 

Nilai-nilai budaya dalam Masyarakat juga bevrpevran pevnting dalam 

pevnagakan hukum. Hukum yang tidak sevsuai devngan nilai-nilai budaya 

Masyarakat sevtevmpat akan sulit ditevrapkan sevcara evfevktif. O vlevh karevna 

itu, pevnevgak hukum harus mevmahami dan mevnyevsuaikan diri devngan 



18 
 

novrma-novrma budaya yang bevrlaku di Masyarakat agar hukum dapat 

ditevrapkan devngan baik.17 

G. Orisinalitas Penelitian 

O vrisinalitas mevrupakan kevaslian pevnevlitian yang dilakukan dna 

pevnevlitian tevrsevbut bevlum pevrnah ditevliti ovlevh pevnevliti tevrdahulu. Untuk 

mevnevgtahui tevntang ovrisinalitas pevnevlitian, maka pevnevliti mevngacu dan 

mevnyajikan bevrbagai hasil pevnevlitian skripsi, tevsis dan disevrtasi tevrdahulu 

yang ada hubungannya devngan tovpik dan pevrmasalahan yang akan ditevliti. 

O vriginalitas pevnevlitian yang mevrupakan hasil pevncarian dan pevnevmuan 

tevrhadap hasil pevnevliatan yang tevrdahulu. Adapun bevbevrapa pevnevlitian 

tevrdahulu dipaparkan sevbagai bevrikut: 

1. Arpevn O vripan Putevra, Ilmu Hukum Univevrsitas Atma Jaya Yovgyakarta, 

devngan judul: Pevnevgakan Hukum Tevrhadap Pevnjual Minuman 

Bevralkovhovl Tanpa Izin di Kovta Balik Papan. Devngan rumusan masalah: 

a. Bagaimanakan pevnevgakan hukum yang dilakukan Pevmevrintah Kovta 

Balikpapan guna mevngurangi pevnjualan minuman bevralkovhovl tanpa 

izin di Kovta Balikpapan? 

b. Apa saja kevndaa yang dihadapi dalam pevnevgakan hukum tevrhadap 

pevnjualan minuman bevralkovhovl tanpa izin di Kovta Balikpapan? 

2. Rahmat Kurniawan, Ilmu Hukum Univevrsitas Islam Sunan Kalijaga 

Yovgyakarta, devngan judul: Pevnevgakan Hukm Tevrhadap Tindak Pidana 

 
17Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum, PT Raja 

Grafindo, 2007. 
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Pevrevdaran Minuman Kevras O vplovsan di Kovta Yovgyakarta (Studi Povlrevsta 

Yovgyakarta). Devngan rumusan masalah: 

a. Apa upaya-upaya yang dilakukan apparat kevpovlisian Yovgtyakarta 

dalam mevmbevrantas pevrevdaran minuman kevras ovplovsan di wilayah 

kovta Yovgyakarta? 

b. Apakah pevnevgakan hukum yang dilakukan ovlevh aparat kevpovlisian 

kovta Yovgyakarta dalam mevmbevrantas pevrevdaran minuman kevras 

ovplovsan tevlah mevmevnuhi pevrundang-undangan yang bevrlaku? 

3. Revmmy Kusuma Ningrum, Ilmu Hukum Univevrsitas Islam Nevgevri 

Walisovngov Sevmarang, devngan judul: Pevnevgakan Hukum dalam 

Pevngevndalian Pevrevdaran Minuman Kevras dan Provblevmatikanya di Kovta 

Bevkasi. Devngan rumusan maslaah: 

a. Bagaimana pevnevgakan hukm dalam pevngevndalian minuman kevras 

(miras) di kovta Bevkasi? 

b. Bagaimana provblevmatika dalam pevngevndalian pevrevdaran minuman 

kevras (miras) di kovta Bevkasi? 

H. Metode Penelitian 

Mevtovdev pevnevlitian mevrupakan pevdovman atau standar provsevdur yang 

mevmuat rangkaian tahapan mulai dari mevndevsain, mevrancang, dan 

mevlaksanakan provsevs mevlalui tahapan dalam pevnevlitian devngan cara yang 

sistevmatis.18 

 
18Irwansyah, Penelitian Hukum Pilihan Metode Dan Praktik Penulisan Artikel Edisi 

Revisi, Mitra Buana, Yogyakarta, 2021. 
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Pada pevnevlitian ini pevnulis mevnggunakan mevtovdev pevnevlitian sevbagai 

bevrikut: 

1. Tipev Pevnevlitian 

Tipev pevnevlitian yang digunakan dalam pevnulisan ini adalah Yuridis 

Evmpiris. Mevnurut Bahdevr Jovhan Nasutiovn, Yuridis Evmpiris adalah: 

“Pevnevlitian ilmu hukum evmpiris bevrtujuan untuk mevngevtahui sevjauh 

mana bevkevrjanya hukum di dalam Masyarakat.19 

2. Lovkasi Pevnevlitian 

Pevnevlitian ini dilakukan di Povlrevsta Jambi. 

3. Jevnis dan Sumbevr Data Hukum 

a. Jevnis Pevnevlitian 

Jevnis Pevnevlitian yang pevnulis gunakan adalah devskriptif. 

Pevnevlitian yang dihimpun devngan cara mevngumpulkan bahan 

pevnevlitian, mevmaparkan dan mevnggambarkan tevntang pevrmasalahan 

yang ditevliti pevnevgaak hukum tevrhadap pevlaku tindak pidana 

mevngevdarkan minuman kevras ovplovsan di kovta Jambi. 

b. Sumbevr Data Hukum 

Sumbevr data hukum yang digunakan ovlevh pevnulis adalah sevbagai 

bevrikut: 

 
19Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Cetakan 1, CV Mandar Maju, 

Bandung, 2008. 

 



21 
 

1) Data Primevr, ialah sumbevr data yang dipevrovlevh langsung dari 

sumbevr aslinya. Data primevr bevrupa ovpini ovbjevk hasil ovbsevrvasi 

tevrhadap suatu kevjadian, kevgiatan tevrhadap suatu bevnda sevrta 

wawancara langsung mevlalui para revspovndevn yang tevlah 

ditevntukan. Dan juga mevlalaui tevlevkovmunikasi sevpevrti aplikasi 

Whatsapp dan lainya devngan pihak tevrkait mevnggunakan alat 

pevncatatan, tip revcovrdevr. 

2) Data Sevkundevr, yaitu data yang dipevrovlevh dari pevnevlitian studi 

kevpevrpustakaan mevliputi pevraturan pevrundang- undangan, buku-

buku, jurnal, intevrnevt yang bevrkaitan devngan skripsi. 

a) Bahan Hukum Tevrsievr, yaitu bahan hukum yang 

mevnunnjang yang mevncakup bahan hukum primevr dan 

sevkundevr sevpevrti kamus umum, kamus hukum, majalah, dan 

jurnal imilah, sevrta bahan-bahan di luar bidang hukum yang 

revlevvan dan dapat dipevrgunakan untuk mevlevngkapi data 

yang dipevrlukan dalam pevnevlitian. 

4. Povpulasi dan Sampevl Pevnevlitian 

a. Povpulasi  

Povpulasi adalah wilayah gevnevralisasi yang tevrdiri atas ovbjevk/subjevk 

yang mevmpunyai kualitas dan karaktevristik tevrtevntu yang ditevtapkan 
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ovlevh pevnevliti untuk dipevlajari dan kevmudian ditarik kevsimpulannya.20 

Di dalam pevnevlitian ini yang mevnjadi povpulasi adalah Povlrevsta Jambi. 

b. Sampevl 

Sampevl adalah bagian dari jumlah dan karaktevristik yang 

dimiliki ovlevh povpulasi tevrsevbut.21 Untuk pevngambilan sampevl dalam 

pevnevlitian ini dilakukan devngan cara purpovsivev sampling dimana 

yang mevnjadi revspovndevn ditevntukan bevrdasarkan kritevria tevrtevntu 

dianggap mevngevtahui sevmua hal yang ditevliti sevrta dapat mevwakili 

sevmua povpulasi, Infovrman yang tevrlibat dalam pevnevlitian ini adalah: 

1) Kasubnit Jatanras Satrevskrim Povlrevsta Jambi 

2) Banit V Jatarnas Satrevskrim Povlrevsta Jambi 

3) PPNS Penegakan Perda Satpol PP Jambi 

4) Warga 

5. Tevknik Pevngumpulan Data 

Tevknik pevngumpulan data dalam pevnevlitian ini adalah sevbagai bevrikut: 

a. Studi kevpustakaan 

Studi kevpustakaan ini dilakukan devngan cara mevncari, 

mevmbaca, dan mevmpevlajari litevratur-litevratur yang ada hubungannya 

devngan permasalahan yang mevnjadi ovbjevk pevnevlitian sevpevrti 

pevraturan perundang-undangan, dovkumevn-dovkumevn, buku—buku, 

dan data sevkundevr lain. 

 
20Sugiyono, “Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D”, Cetakan 7, Penerbit 

Alfabeta Bandung, Bandung, 2009, hlm.215. 
21Ibid. 
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b. Studi lapangan 

Studi lapangan dilakukan devngan cara ovvbsevrvasii lansgung kev 

Povlrevsta Jambi, mevnggunakan Tevknik wawancara dan juga mevlalui 

tevlevkovmunikasi sevpevrti aplikasi Whatsapp dan lain-lain devngan pihak 

tevrkait bevrupa provsevs tanya jawab dan data dovkumevn didasarkan pada 

tujuan pevnevlitian.  

6. Analisis Data  

Dalam mevnganalisis data yang tevlah dikumpulkan baik data 

primevr maupun data sevkundevr, disevlevksi sevlanjutnya data tevrsevbut 

diklasifikasikan. Kevmudian dilakukan analissi devngan cara analisis 

kualitatif. Artinya data yang dikevlovmpovkkan untuk pevrmassalahan yang 

ditevliti, kevmudia dijabarkan dalam bevntuk kalimat sevhingga dapat 

mevnjawab pevrmaslaahan yang ada, sevhingga dapat diambil kevsimpulan. 

I. Sistematika Penulisan 

Sistevmatika pevnulisan sevcara kevsevluruahn tevrbagi mevnjadi 4 bab 

tevdiri dari bevbevrapa sub bab yang mevnguraikan pevrmassalahan dan 

pevmbahasan sevcara tevsevndiri dalam kovntevks yang bevrkaitan antara satu sama 

yang lainnya. Adapun sistevmatika pevnulisan skripsi ini sevcara tevrpevrinci 

adalah sevbagai bevrikut: 
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BAB I 

Pevndahulauan pada bab ini mevnguraikan pevrmaslahan yang mevlevtar 

bevlakangai masalah, pevrumusan masalaha, tujuan dan manfaatan pevnevlitian, 

kevrangka kovnsevptual, landasan tevovri, mevtovdev pevnevlitian, dan sistevmatika 

pevnulisan. 

BAB II 

Tinjaun umum tevntang pevnevgakan hukum, tindak pidana, dan minuman 

kevras. Pada bab ini mevnjevlaskan maksud pevnevgakan hukum, maksud tindak 

pidana, dan maksud minuman kevras. 

BAB III 

Dalam bab ini akan diuraikan mevngevnai hal-hal yang bevrkaitan devngan hasil 

pevnevlitian yang mevliputi: hail bahasan povkovk-povkovk pevrmaslahan yang akan 

dibahas bevrdasarkan rumusan masalah pevnevlitian ini yaitu bagaimana 

pevnevgakan hukum tevrhadap pevlaku yang mevngevdarkan minuman kevras tanpa 

izin di kovta jambi sevrta apa saja kevndala pevnevgakan hukum tevrhadap pevlaku 

yang mevngevdarkan minuman kevras tanpa izin di kovta jambi. 

BAB IV 

Pevnutup pada bab ini adalah bagian pevnutup, yang bevrisikan tevntang 

kevsimpulan dari kevsevluruhan isi pevnevlitian yang diantaranya mevnyevrtakan 

saran yang sevhubungan devngan pevnevlitian. 
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BAB II 

TINJAUAN UMUM TENTANG PENEGAKAN HUKUM,  

PEREDARAN PIDANA, DAN MINUMAN KERAS  

 

A. Tinjauan tentang Penegakan Hukum 

Pevngevrtian pevnevgakan hukum itu dapat ditinjau dari sudut ovbjevknya, 

yaitu dari sevgi hukumnya. Dalam hal ini, pevngevrtiannya juga mevncakup 

makna yang luas dan sevmpit. Dalam arti luas, pevnevgakan hukum itu 

mevncakup pula nilai-nilai kevadilan yang tevrkandung di dalamnya bunyi 

aturan fovrmal, maupun nilai-nilai kevadilan yang hidup dalam Masyarakat. 

Akan tevtapi, dalam arti sevmpit, pevnevgakan hukum itu hanya mevnyangkut 

pevnevgakan pevrsturan yang fovrmal dan tevrtulis saja. O vlevh akrevna itu, 

pevnevrjevmahan tuisan “Law Evnfovrcmevnt” kev dalam Bahasa Indovnevsia dalam 

mevnggunakan pevrkataan “pevnevgakan pevraturan” dalam arti sevmpit.  

Devngan uraian di atas, jevlaslah kiranya bahwa yang dimaksud 

devngan pevnevgakan hukum itu kurang levbih mevrupakan upaya yang 

dilakukan untuk mevnjadikan hukum, baik dalam arti fovrmal yang sevmpit 

maupun dalam arti matevrial yang luas, sevbagai pevdovman pevrilaku dalam 

sevtiap pevrbuatan hukum, baik ovlevh para subjevk hukum yang bevrsangkutan 

maupun ovlevh aparatur pevnevgak hukum yang revsmi dibevri tugas dan 
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kevwevnangan ovlevh undang-undang untuk mevnjamin bevrfungsinya novrma-

novrma hukum yang bevrlaku dalam kevhidupan bevrmasyarakat bevrnevgara.22 

Pevnevgakan hukum mevrupakan suatu usaha untuk mevwujudkan idev-

idev kevadilan, kevpastian hukum, dan manfaat sovcial mevnjadi kevnyataan. Jadi 

pevnevgakan hukum pada hakikatnya adalah provsevs pevrwujudan idev-idev. 

Pevnevgakan hukum adalah provsevs dilakukannya upaya tevgaknya atau 

bevrfungsinya novrma-novrma hukum sevcara nyata sevbagai pevdovman pevlaku 

dalam lalu linta dan hubungan-hubungan hukum dalam kevhidupan 

bevrmasyarakat dan bevrnevgara. Pevnevgakan hukum mevrupakan usaha untuk 

mevwujudkan idev-idev dan kovnsevp-kovnsevp hukum yang diharapkan rakyat 

mevnjadi kevnyataan. Pevnevgakan hukum mevrupakan suatu provsevs yang 

mevlibatkan banyak hal.23 

Sevcara kovnsevpsiovnal, maka inti dari arti pevnevgakan hukum tevrlevtak 

pada kevgiatan mevnyevrasikan hubungan nilai-nilai yang tevrjabarkan di dalam 

kaidah-kaidah hukum yang bevrlaku. 

1. Faktovr-Faktovr Pevnevgakan Hukum 

Mevnurut Sovevrjovnov Sovevkantov ada lima factovr yang mevmpevngaruhi 

pevnevgakan hukum: 

a) Faktovr Hukum 

 
22Agustinus Kriswidiantoro, “Dinamikan Penegakan Hukum Peredaran Minuman Keras 

Secara Ilegal (Studi Penelitian di Polres Purbalingga)”, Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

https://repository.unissula.ac.id/32052/ diakses pada tanggal 30 November 2024. 
23Dellyana Shant, Konsep Penegakan Hukum, Liberty, Jakarta, 1988 Hlm.32 

 

https://repository.unissula.ac.id/32052/
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Pevraturan yang jevlas dan tevgas sangat pevnting untuk evfevktivitas 

pevnevgakan hukum. Jika hukum tidak levngkap, ambigu, atau tidak ada 

aturan pevlaksana yang mevndukung, maka pevlaksanaannya akan sulit. 

Cevlah hukum ini dapat mevnimbulkan intevrprevtasi yang bevrbevda, 

sevhingga mevmpevrsulit pevnevgakan yang kovnsistevn. 

b) Faktovr Pevnevgak Hukum  

Pevnevgak hukum, sevpevrti povlisi, jaksa, dan hakim, mevmainkan 

pevran kunci dalam mevnevgakkan aturan. Jika mevrevka tidak kovmpevtevn, 

tidak bevrintevgritas, atau tidak mevmiliki pevmahaman yang mevndalam 

tevntang pevrannya, provsevs pevnevgakan hukum bisa tevrganggu. Pevnevgak 

hukum juga harus mampu bevrkovmunikasi devngan masyarakat untuk 

mevmastikan pevnevrapan hukum yang adil dan evfevktif. 

c) Faktovr Sarana dan Fasilitas 

Tanpa sarana dan fasilitas yang mevmadai, pevnevgakan hukum 

tidak akan bevrjalan lancar. Ini mevncakup sumbevr daya manusia yang 

tevrampil, ovrganisasi yang baik, pevralatan yang tevpat, dan dukungan 

kevuangan yang mevmadai. Jika salah satu dari evlevmevn ini kurang, 

maka pevnevgakan hukum tidak akan mevncapai hasil yang ovptimal. 

d) Faktovr Masyarakat 

Kevsadaran masyarakat tevntang hukum sangat mevmpevngaruhi 

kevbevrhasilan pevnevgakannya. Jika masyarakat mevmahami hak dan 

kevwajiban mevrevka, mevrevka akan levbih mevndukung dan 

mevnggunakan sistevm hukum untuk mevlindungi kevpevntingan mevrevka. 
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Sevbaliknya, kurangnya kevsadaran hukum di masyarakat bisa 

mevnjadi hambatan bevsar dalam provsevs pevnevgakan hukum. 

 

e) Faktovr Kevbudayaan 

Nilai-nilai budaya dalam masyarakat juga bevrpevran pevnting 

dalam pevnevgakan hukum. Hukum yang tidak sevsuai devngan nilai-

nilai budaya masyarakat sevtevmpat akan sulit ditevrapkan sevcara 

evfevktif. O vlevh karevna itu, pevnevgak hukum harus mevmahami dan 

mevnyevsuaikan diri devngan novrma- novrma budaya yang bevrlaku di 

masyarakat agar hukum dapat ditevrapkan devngan baik. 

2. Levmbaga Pevnevgakan Hukum di Indovnevsia 

Levmbaga Pevnevgak hukum mevrupakan levmbaga pevnevgak 

kevadilan dalam suatu masyarakat, levmbaga di mana masyarakat 

mevmevrlukan dan mevncari suatu kevadilan. Hukum mevnjamin agar 

kevadilan dapat dijalankan sevcara murni dan kovnsevkuevn untuk sevluruh 

rakyat tanpa mevmbevdakan asal-usul, warna kulit, kevdudukan, kevyakinan 

dan lain sevbagainya. Jika kevadilan sudah tidak ada lagi maka masyarakat 

akan mevngalami kevtimpangan. O vlevh karevna itu, levmbaga hukum dalam 

masyarakat madani harus mevnjadi tevmpat mevncari kevadilan. 

 Hal ini bisa diciptakan jika levmbaga hukum tevrsevbut dihovrmati, 

dijaga dan dijamin intevgritasnya sevcara kovnsevkuevn.24 

 
24Rizki Husin, “Studi Lembaga Penegak Hukum” Fakultas Hukum, Universitas 

Lampung, Bandar Lampung, 2020 diakses melaui 



29 
 

 

 

a) Povlisi 

 Pevngevrtian povlisi mevnurut Pasal 5 Ayat (1) UU Nov.2 Tahun 

2002 mevnyevbutkan bahwa: “Kevpovlisian Nevgara Revpublik 

Indovnevsia mevrupakan alat nevgara yang bevrpevran dalam mevmevlihara 

kevamanan dan kevtevrtiban masyarakatn, mevnevgakan hukum, sevrta 

mevmbevrikan pevrlindungan, pevngayovman, dan pevlayanan kevpada 

Masyarakat dalam rnagka tevrpevliharanta kevamanan dalam nevgri” 

b) Kevjaksaan  

 Pevngevrtian Kevjaksaan mevnurut Pasal 1 Ayat (1) UU Nov. 11 

Tahun 2021 Pevrubahan atas UU Nov. 16 Tahun 2004 tevntang 

Kevjaksaan Revpublik Indovnevsia mevnyevbutkan bahwa: “Kevjaksaan 

Revpublik Indovnevsia yang sevlanjutnya disevbut Kevjaksaan adalah 

levmbaga  pevmevrintahan  yang  fungsinya  bevrkaitan  devngan 

kevkuasaan kevhakiman yang mevlaksanakan kevkuasaan nevgara di 

bidang pevnuntutan sevrta kevwevnangan lain bevrdasarkan Undang- 

Undang.” 

c) Kevhakiman 

 Bevrdasarkan Pasal 1 Ayat (1) UU Nov. 48 Tahun 2009 tevntang 

Kevkuasaan Kevhakiman mevnyevbutkan bahwa:” Kevkuasaan 

 
http://repository.lppm.unila.ac.id/51961/1/Studi%20Lembaga%20Penegak%20Hukum.pdf 

tanggal 30 November 2024 

 

http://repository.lppm.unila.ac.id/51961/1/Studi%20Lembaga%20Penegak%20Hukum.pd
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Kevhakiman adalah kevkuasaan nevgara yang mevrdevka untuk 

mevnyevlevnggarakan pevradilan guna mevnevgakkan hukum dan 

kevadilan bevrdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Nevgara 

Revpublik Indovnevsia Tahun 1945, devmi tevrsevlevnggaranya Nevgara 

Hukum Revpublik Indovnevsia.” 

d) Advovkat  

 Pevngevrtian dari Advovkat tevrdapat dalam Pasal 1 Ayat (1) UU 

Nov. 18 Tahun 2003 tevntang Advovkat yang mevnyevbutkan bahwa: 

“Advovkat adalah ovrang yang bevrprovfevsi mevmbevri jasa hukum, baik 

di dalam maupun di luar pevngadilan yang mevmevnuhi pevrsyaratan 

bevrdasarkan kevtevntuan Undang-Undang ini.” 

e) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)  

            Pengertian Satpol PP diatur dalam Pasal 1 Angka 8 Peraturan 

Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong 

Praja yang menyebutkan: “Satuan Polisi Pamong Praja adalah 

perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan peraturan 

daerah dan peraturan kepala daerah, menyelenggarakan ketertiban 

umum dan ketenteraman serta memberikan perlindungan kepada 

masyarakat.” 

B. Tinjauan umum tentang Peredaran Pidana 

1. Pevngevrtian Pevrevdaran Pidana 

Mevnurut Kamus Bevsar Bahasa Indovnevsia (KBBI), “pevrevdaran” 

bevrarti bevrpindah-pindah dari tanan kev tangan atau dari tevmpat satu ke v 
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tevmpat lain. Dalam hal ini yang dimaksudkan devngan pevrevdaran pidana 

sevcara umum mevrujuk pada sevgala bevntuk aktivitas yang sevcara garis 

bevsar bevrkaitan devngan distribusi, pevrdagangan, atau pevnyevbaran barang 

dan jasa yang dilarang ovlevh hukum. Tindakan pevrevdaran pidana 

bevrkaitan devngan tindak kriminal mevliputi, pevngevdaran narkovtika, 

minuman kevras ovplovsan, ovbat, kovsmevtik, makana, sevnjata, uang palsu 

yang tevntunya tidak mevmiliki izin evdar.  

Dalam hal ini pevrevdaran pidana evrat kaitannya devngan sevbuah 

tindak pidana yaitu sevbuah pevrbuatan yang dilarang ovlevh suatu aturan 

hukum larangan mana disevrtai ancaman (sanksi) yang bevrupa pidana 

tevrtevntu, bagi barang siapa yang mevlanggar larangan tevrsevbut.25 

2. Jevnis-Jevnis Pevrevdaran Pidana   

a) Pevrevdaran Narkovtika 

Pevrevdaran narkovtika adalah sevbuah bevntuk kevjahatan yang 

mevmpunyai dampak sevrius dan mevrugikan bagi Masyarakat. Tindak 

pidana pevrevdaran narkovtika ini diatur dalam Undnag-Undnag Novmovr 

35 Tahun 2009. 

Pasal 114 Ayat (1)  

“Sevtiap ovrang yang mevnawarkan untuk dijual, mevnjual, 

mevmbevli, mevnevrima, mevnjadi pevrantara dalam jual bevli, 

mevnukar, atau mevnyevrahkan Narkovtika govlovngan I, dipidana 

devngan pidana pevnjara paling sinkgat 5 (lima) tahun dan 

palin lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana devnda 

maksimum Rp10.000.000.000,00 (sevpuluh miliar rupiah.” 

 

 
25Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2008. Hlm 59. 
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Pasal 132 Ayat (1) 

 

“pevrcovbaan, pevmufakatan jahat, dan pevmbantuan untuk 

mevlakukan tindak pidana narkovtika dipidana devngan pidana 

yang sama devngan pidana bagi pevlaku tindak pidana 

narkovtika.”  

b) Pevrevdaran minuman bevralkovhovl illevgal dan ovplovsan 

Minuman alkovhovl illevgal tevrmasuk juga yang ovplovsan sevring 

kali diprovduksi sevrta dipevrjual bevlikan tanpa adanya pevngawasan. 

Dalam kovntevks hukum, tevrkait pevrevdaran minuman kevras alkovhovl 

illevgal dan ovplovsan ini mevlanggar Pasal 204 KUHP, yang 

mevnyatakan bahwa: 

Pasal 204 Ayat (1) 

“Barang siapa mevnjual, mevnawarkan, mevnyevragkan atau 

mevmbagikan barang yang dikevtahuinya bevrbahay bagi 

nyawa atau Kevsevhatan ovrang dan barang itu digunakan ovlevh 

ovrang lain hingga mevnybabkan kevmtin atau luka bevrat 

diancam devngan pidana pevnjara paling lama 15 tahun.” 

 

Pasal 204 Ayat (2) 

 

“Jika pevrbuatan tevrsevbut dilakukan devngan sevngaja dan 

mevnyevbabkan kevmatiran ovrang lain, maka pevlaku dapat 

dikevnakan hukuman pevnjara sevmur hidup atau pidana mati.”  

c) Pevrevdaran O vbat dan Makanan Tanpa Izin Evdar 

Pevrevdaran ovbat dan makanan ilevgal mevlibatkan provduk yang 

tidak mevmiliki izin dari Badan Pevngawas O vbat dan Makanan 
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(BPOvM), sevhingga kualitas dan kevamanannya tidak tevrjamin. 

Adapun dasar hukum yang mevlarang pevrevdaran ini antara lain: 

Pasal 62 Ayat (1) UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen 

"Pevlaku usaha yang mevmprovduksi atau mevmpevrdagangkan 

barang dan/atau jasa yang tidak mevmevnuhi atau tidak sevsuai 

devngan standar yang dipevrsyaratkan, dapat dipidana devngan 

pidana pevnjara paling lama 5 (lima) tahun atau devnda paling 

banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)." 

 

Pasal 98 Ayat (2) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan: 

"Sevtiap ovrang yang devngan sevngaja mevmprovduksi atau 

mevngevdarkan sevdiaan farmasi dan/atau alat kevsevhatan yang 

tidak mevmevnuhi standar dapat dipidana devngan pidana 

pevnjara paling lama 10 tahun dan devnda hingga 

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)." 

 

d) Pevrevdaran Uang Palsu 

Pevrevdaran uang palsu mevrupakan tindak pidana sevrius yang 

dapat mevngganggu sistevm kevuangan nevgara. Dalam hukum pidana, 

pevmalsuan uang diatur dalam Pasal 244 dan 245 KUHP, yang 

mevnyatakan bahwa: 

Pasal 244 KUHP 

"Barang siapa devngan sevngaja mevmbuat, mevnyimpan, atau 

mevngevdarkan uang palsu devngan maksud untuk 

mevnggunakannya sevbagai alat pevmbayaran yang sah, 

diancam devngan pidana pevnjara paling lama 15 tahun." 

Pasal 245 KUHP 
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"Barang siapa devngan sevngaja mevnevrima atau mevnggunakan 

uang yang dikevtahuinya sevbagai uang palsu dapat dipidana 

devngan hukuman pevnjara paling lama 10 tahun." 

 

 

e) Pevrevdaran Sevnjata Api Ilevgal 

Kevpevmilikan dan pevrdagangan sevnjata api ilevgal bevrpovtevnsi 

mevningkatkan angka kriminalitas dan ancaman tevrhadap kevamanan 

publik. O vlevh karevna itu, pevrevdaran sevnjata api tanpa izin diatur dalam 

Undang-Undang Darurat Nov. 12 Tahun 1951, yang mevnevtapkan: 

Pasal 1 Ayat (1) 

"Barang siapa yang tanpa hak mevmasukkan kev Indovnevsia, 

mevmbuat, mevnevrima, mevncovba mevmpevrovlevh, mevnyevrahkan, 

atau mevmiliki sevnjata api, amunisi, atau bahan pevlevdak, 

diancam devngan hukuman pevnjara sevumur hidup atau pidana 

mati." 

 

f) Pevrevdaran Barang Bajakan dan Palsu 

Barang bajakan, sevpevrti provduk devngan mevrevk palsu atau hak 

cipta yang dilanggar, mevrupakan bevntuk kevjahatan evkovnovmi yang 

mevlanggar hak kevkayaan intevlevktual. Hukum yang mevngatur 

pevrevdaran barang bajakan antara lain: 

Pasal 113 Ayat (2) UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta 

"Sevtiap ovrang yang devngan sevngaja dan tanpa hak 

mevmpevrbanyak, mevndistribusikan, atau mevmpevrjualbevlikan 

ciptaan ovrang lain dapat dipidana devngan pevnjara paling lama 

10 tahun dan devnda hingga Rp4.000.000.000,00 (evmpat 

miliar rupiah)." 
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Pasal 90 Ayat (1) UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek 

"Barang siapa yang devngan sevngaja mevnggunakan mevrevk 

tevrdaftar milik pihak lain tanpa izin, dapat dipidana devngan 

hukuman pevnjara paling lama 5 tahun dan/atau devnda hingga 

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)." 

C. Tinjauan umum tentang Minuman Keras 

1. Pevngevrtian minuman kevras  

Minuman Kevras Mevnurut Kamus Bevsar Bahasa Indovnevsia (KBBI), 

minuman kevras adalam minuman yang mevmabukkan yang mevrupakan 

bagian dari minuman alkovhovl yaitu minuman devngan zat cair yang 

mevmabukkan, tidak bevrwaevna, mudah mevngup, dan mudah tevrbakar.26 

Minuman kevras, atau biasa disingkat miras, adalah minuman 

bevralkovhovl yang mevngandung evtanovl. Evtanovl adalah bahan psikovaktif 

dan kovnsumsinya mevnyevbabkan pevnurunan kevsadaran. Alkovhovl 

mevrupakan zat aktif dalam minuman kevras, yang dapat mevnevkan syaraf 

pusat. Alkovhovl digovlovngkan kev dalam Napza (narkovtika, psikovtrovpika 

dan zat adiktif lainnya) karevna mevmpunyaisifat mevnevnangkan sistevm 

saraf pusat, mevmpevngaruhi fungsi tubuh maupun pevrilaku sevsevovrang, 

mevngubah suasana hati dan pevrasaan ovrang yang mevngovnsumsinya. Bila 

dikovnsumsi bevrlevbihan, minuman bevralkovhovl dapat mevnimbulkan evfevk 

samping gangguan mevntal ovrganik (GMO v), yaitu gangguan dalam 

 
26Kamus Besar  Bahasa Indonesia (KBBI) diakses melalui 

https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penegakan tanggal 17 Mei 2024 

https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penegakan
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fungsi bevrpikir, mevrasakan, dan bevrpevrilaku. Pevrsovalan povkovknya adalah 

siapa yang bovlevh mevnggunakannya, di mana, bilamana, dan dalam 

kovndisi yang bagaimana, akibatnya gevnevrasi muda bevrpevndapat bahwa 

minuman kevras mevrupakan suatu stimulant.27 

Bevrdasarkan Pasal 1 dan Pasal 3 Pevraturan Prevsidevn Novmovr 74 

Tahun 2013 tevntang Pevngawasan Pevngevdaran Minuman Bevralkovhovl 

mevnyevbutkan bahwa: 

Pasal 1 

(3) Minuman Bevralkovhovl adalah minuman yang mevngandung 

evtil alkovhovl atau evtanovl (C2H5O vH) yang diprovsevs dari bahan 

hasil pevrtanian yang mevngandung karbovhidrat devngan cara 

fevrmevntasi dan devstilasi atau fevrmevntasi tanpa devstilasi. 

(4) Minuman Bevralkovhovl Tradisiovnal adalah minuman 

bevrlakovhovl yang dibuat sevcara tradisiovnal dan turun tevmurun 

yang dikevmas sevcara sevdevrhana dan pevmbuatannya 

dilakukan sevwaktu-waktu, sevrtta dipevrgunakan untuk 

kevbutuhan adat istiadat atau upacara kevagamaan. 

Pasal 3 

Standarisasi minuman kevras dibagi mevnjadi 3 (tiga) govlovngan 

yaitu: 

1. Govlovngan A ialah minuman kevras devngan kadar evthanovl 

(C2H50H) 1% (satu pevrsevratus) sampai devngan 5% (kima 

pevrsevratus) 

2. Govlovngan B ialah minuman kevras devngan kadar evthanovl 

(C2H50H) 5% (lima pevrsevratus sampai devngan 20% (dua 

puluh pevrsevratus) 

3. Govlovngan C ialah minuman kevras devngan kadar evthanovl 

(C2H50H) levbih dari 20% (dua puluh pevrsevratur) sampai 

devngan 55% (lima puluh lima pevrsevratus) 

 

 
27Safri Miradj, “Dampak minuman keras terhadap perilaku generasi muda (Gamsungi 

kecamatan Ibu Selatan kabupaten Halmahera Selatan), Al-Wardah: Jurnal Kajian, Perempuan 
Gender, dan Agama, Volume 14 Nomor 1, 2020. Diakses melalui https://journal.iain- 
ternate.ac.id/index.php/alwardah/article/viewFile/245/226 tanggal 7 Desember 2024 

 

https://journal.iain-ternate.ac.id/index.php/alwardah/article/viewFile/245/226
https://journal.iain-ternate.ac.id/index.php/alwardah/article/viewFile/245/226
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2. Dampak Minuman Kevras 

Minuman keras beralkohol dapat mevmpevngaruhi kesehatan 

tubuh dari bevragam aspevk. Bevrikut bevbevrapa kovndisi yang bisa tevrjadi 

karevna minum kevras: 

 

 

a) Kevracunan alcovhovl 

Kevracunan alkovhovl adalah bahaya yang timbul karevna 

kovmsumsi alkovhovl yang bevrlevbihan dalam waktu singkat. Kovndisi 

ini mevmliki risikov sevrius mulai dari kevrusakan tubuh hingga 

kevmatian. 

b) Sirovis 

Sirovis adalah kovmplikasi hati akut yang tevrjadi saat sevl-sevl 

hati tevlah rusak dan bevrakibat pada kevgagaln fungsi hati. 

c) Masalah Pevrnapasan 

Mevminum alkovhovl dalam jangka waktu lama dapat 

mevnimbulkan kevrusakan pada jantung dan paru-paru. Kevtika fungsi 

ovrgan pevrnapasan tevlah mevnurun, akan sevring tevrasa sulit bevrnapas 

atau sevsak napas. 

d) Pankrevatitis 

Dalam dunai mevdis, radnag pankrevas dikevnal devngan nama 

pankrevatitis. Minuman kevras mevmiliki kandungan alkovhovl dan 

mevtanovl yang cukup tinggi. Hal ini mevnimbulkan inflasi pada 
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pankrevasn karevna tidak mevncevrna alkovhovl yang masuk kev dalam 

tubuh devngan baik. 

e) Asidovsis mevtabovlic 

Zata yang tevrkandung di dalam alkovhovl akan mevningkatkan 

kadar asam di dalam tubuh. Kevtika dikovmsumsi dalam jumlah 

banyak, ada risikov tevjadi asidovsis mevtabovlik. 

f) Hevpatitis 

Hevpatitis dapat bevrampak nevgatif pada mevtabovlismev. Sevlain 

itu, fungsi hati dalam mevmprovsevs nutrisi dan mevnyaring darah kovto v 

juga bisa rusak.28 

Selain dampaknya terhadap kesehatan fisik, konsumsi dan 

peredaran minuman beralkohol memiliki berbagai konsekuensi 

negatif di berbagai dimensi. Secara sosial, penggunaan alkohol 

sering dikaitkan dengan insiden kekerasan dalam rumah tangga, 

kekerasan interpersonal, pelanggaran seksual, dan memburuknya 

hubungan sosial. Dari sudut pandang hukum, alkohol sering terlibat 

dalam eskalasi kegiatan kriminal seperti penyerangan, pencurian, 

dan kecelakaan akibat mengemudi dalam keadaan mabuk. Secara 

ekonomi, kebiasaan mengonsumsi alkohol dapat menghambat 

produktivitas individu, membebani keuangan rumah tangga, dan 

 
28Rizal Fadli, “Risiko Kesehatan jikan Minum Miras Oplosan”, Halodoc, Jakarta, 2023. 

Diakses melalui https://www.halodoc.com/artikel/catat-ini-risiko-kesehatan-jika minum-miras- 

oplosan?srsltid=AfmBOop3ADmIA4d7H98XjsE67zKmMUy_x-D_5kSfxxCFTLfD8M7DptsP 

tanggal 7 Desember 2024 

 

https://www.halodoc.com/artikel/catat-ini-risiko-kesehatan-jika%20minum-miras-
https://www.halodoc.com/artikel/catat-ini-risiko-kesehatan-jika-minum-miras-oplosan?srsltid=AfmBOop3ADmIA4d7H98XjsE67zKmMUy_x-D_5kSfxxCFTLfD8M7DptsP
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membebankan biaya yang signifikan pada negara karena 

peningkatan pengeluaran untuk perawatan kesehatan, keselamatan 

publik, dan proses hukum. Secara psikologis, alkohol dapat 

menyebabkan masalah kesehatan mental, termasuk depresi, 

ketergantungan emosional, dan penarikan diri dari kehidupan sosial.  

  

3. Landasan Hukum 

Ada bevbevrapa landasan hukum yang mevngatur tevrkait minuman 

kevras tevrmasuk minuman kevras ovplovsan diantaranya sevbagai bevrikut: 

a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 204 Ayat (1) dan (2) 

“Barangsiapa mevnjual, mevnawarkan, mevnyevrahkan atau mevmbagi-

bagikan barang yang dikevtahuinya mevmbahayakan nyawa atau 

kevsevhatan ovrang, sevdangkan sifat bevrbahaya itu tidak 

dibevritahukannya, diancam devngan pidana pevnjara paling lama 

lima bevlas tahun.” 

 

b) Pevraturan Prevsidevn Nov. 74 Tahun 2013 tevntang Pevngawasan 

Pevngevdaran Mimuman Bevralkovhovl Pasal 1,3, dan 4: 

Pasal 1 

1. Minuman Bevralkovhovl adalah minuman yang mevngandung evtil 

alkovhovl atau evtanovl (C2H5O vH) yang diprovsevs dari bahan hasil 

pevrtanian yang mevngandung karbovhidrat devngan cara 

fevrmevntasi dan devstilasi atau fevrmevntasi tanpa devstilasi. 

2. Minuman Bevralkovhovl Tradisiovnal adalah Minuman Bevralkovhovl 

yang dibuat sevcara tradisiovnal dan turun tevmurun yang dikevmas 

sevcara sevdevrhana dan pevmbuatannya dilakukan sevwaktu-waktu, 

sevrta dipevrgunakan untuk kevbutuhan adat istiadat atau upacara 

kevagamaan. 

 

Pasal 3 
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Standarisasi  minuman  kevras  dibagi  mevnjadi  3  (tiga) govlovngan 

yaitu: 

1) Govlovngan A ialah minuman kevras devngan kadar evthanovl 

(C2H50H) 1% (satu pevrsevratus) sampai devngan 5% (lima 

pevrsevratus) 

2) Govlovngan B ialah minuman kevras devngan kadar evthanovl 

(C2H50H) 5% (lima pevrsevratus) sampai devngan 20% (dua 

puluh pevrsevratus). 

3) Govlovngan C ialah minuman kevras devngan kadar evthanovl 

(C2H50H) levbih dari 20% (dua puluh pevrsevratus) sampai 

devngan 55% (lima puluh lima pevrsevratus). 

 

Pasal 4 

(3) Minuman Bevralkovhovl hanya dapat dievdarkan sevtevlah mevmiliki 

izin evdar dari kevpala levmbaga yang mevnyevlevnggarakan 

pevngawasan di bidang ovbat dan makanan. 

(4) Minuman Bevralkovhovl hanya dapat dipevrdagangkan ovlevh pevlaku 

usaha yang tevlah mevmiliki izin mevmpevrdagangkan Minuman 

Bevralkovhovl sevsuai devngan pevnggovlovngannya sevbagaimana 

diatur dalam Pasal 3 Ayat (1) mevntevri yang mevnyevlevnggarakan 

urusan pevmevrintahan di bidang pevrdagangan.  

 

c) Pevrda Kovta Jambi Novmovr 7 tahun 2010 tevntang Pevlarangan 

Pevngevdaran dan Pevnjualan Minuman Bevralkovhovl di tevmpat umum 

Pasal 5 dan 9. 

Pasal 5 

a. Sevtiap ovrang atau badan dilarang mevnjual dalam kevmasan 

sevcara evcevran atau grovsir minuman bevralkovhovl govlovngan A, 

govlovngan B dan govlovngan C dan/atau mevnjual langsung untuk 

diminum di tevmpat umum.” 

b. Tevmpat umum sevbagaimana dimaksud pad aayat (1) mevliputi: 

a. Taman revmana; 

b. Gevlangganga ovlahraga; 

c. Kaki lina; 

d. Tevrminal 

e. Kiovs-kiovs kevcil; 

f. Pevnginapan revmaja 

g. Bumi pevrkevmahan; 

h. Taman hutan kovta; 

i. Taman wisata 
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j. Tevmpat yang bevrdevkatan devngan tevmpat ibadah, sevkovlah, 

rumah sakit, dan pevmukiman; 

Pasal 9 

(3) Pevnjual lagsung hanya diizinkan mevnjual minuman 

bevralkovhovl govlovngan A, govlovngan B, dan/atau govlovngan C 

untuk diminum langsung di tevmpat tevrtevntu. 

(4) Tevmpat tevrtevntu sevbagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu: 

d. Hovtevl bevrbintang 3, 4, dan 5; 

e. Revstovran devngan tanda talam kevncana dan tanda sevlaka; 

dan 

c. Bar tevrmasuk pub dan klab malam. 
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BAB III 

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENGEDAR MINUMAN  

KERAS TANPA IZIN DI KOTA JAMBI 

 

A. Penegakan Hukum terhadap Pelaku Pengedar Minuman Keras tanpa 

izin di Kota Jambi  

Hukum mevrupakan suatu sistevm yang dibuat manusia untuk mevmbatasi 

tingkah laku manusia agar tingkah laku manusia dapat tevrkovntrovl, hukum 

adalah aspevk tevrpevnting dalam pevlaksanaan atas rangkaian kevkuasaan 

kevlevmbagaan, hukum mevmpunyai tugas untuk mevnjamin adanya kevpastian 

hukum dalam masyarakat. Hukum dapat diartikan sevbagai sevbuah pevraturan 

atau kevtevtapan/kevtevntuan yang tevrtulis ataupun tidak tevrtulis untuk mevngatur 

kevhidupan masyarakat dan mevnyevdiakan sangsi untuk ovrang yang mevlanggar 

hukum.29 

Hukum pidana didevfinisikan sevbagai suatu pevndevritaan yang sevngaja 

dibevrikan ovlevh nevgara pada sevsevovrang atau bevbevrapa ovrang sevbagai akibat atas 

pevrbuatan-pevrbuatan yang mevnurut aturan hukum pidana adalah pevrbuatan 

yang dilarang. O vlevh karevna itu, sevtiap pevrbuatan pidana harus mevncantumkan 

devngan tevgas pevrbuatan yang dilarang bevrikut sanksi pidana yang tevgas 

bilamana pevrbuatan tevrsevbut dilanggar. Wujud pevndevritaan bevrupa pidana atau 

hukuman yang dijatuhkan ovlevh nevgara diatur dan ditevtapkan sevcara rinci, 

tevrmasuk bagaimana mevnjatuhkan sanksi pidana tevrsevbut dan cara 

mevlaksanakannya. Hukum pidana mevrupakan sevmua dari pevraturan yang 

mevnevntukan pevrbuatan hal yang dilarang sevrta hal yang masuk dalam tindakan 

 
29Yuhelson, “Pengantar Ilmu Hukum”, Idean Publishing, Gorontalo, 2017. Hlm.4. 
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pidana, dan mevnevntukan hukuman apa yang dapat di jatuhkan kevpada yang 

mevlakukannya.30 

Bevrdasarkan hasil pevnevlitian dan wawancara devngan pihak kevpovlisian, 

tevrdapat tiga bevntuk utama upaya yang dilakukan ovlevh aparat dalam mevnangani 

pevrevdaran minuman kevras tanpa izin, yaitu: 

1. Prev-evmtif 

Untuk mevncevgah pevnyalahgunaan dan mevmbevrantas pevrevdaran 

minuman kevras di Kovta Jambi, Povlrevs jambi mevlaksanakan langkah- langkah 

Prev-mitif mevlalui kevgiatan evdukatif yang bevrtujuan untuk mevningkatkan 

kevsadaran, kevwaspadaan, dan daya tangkap masyarakat, sevrta mevmbevntuk 

pevrilaku atau novrma hidup yang bevbas dari minuman kevras. Mevlalui 

wawancara devngan bapak Bevntang sevlaku Kasubnit Jatanras Satrevskrim 

Povlrevsta Jambi mevnyevbutkan bahwa: 

kami sevlaku pevnevgak hukum, bevrusaha devngan cara masuk kev 

lingkungan masyarakat, tevrutama pada tevmpat-tevmpat yang 

dipevrkirakan revntan, sevpevrti sevkovlah sevrta pevmukimam. Kalau di 

sevkovlah hal yang dilakukan adalah mevmbevrikan sovsialisasi tevrkait 

bagaimana bahanya minuman kevras dan juga kovnsevkuevnsi hukum 

yang di dapat apabila mevlanggar hal tevrsevbut. Tujuannya adalah tevntu 

supaya bisa mevmahami bahwa minuman kevras mevmiliki dampak 

yang buruk dan mevrugikan31 

Dilanjutkan devngan bapak Lumban, bevliau juga mevnyevbutkan 

bahwa: 

Bevtul sevkali, Kalau di Povlrevsta itu ada yang namanya Satbinmas 

(satuan binaan masyarakat) yaitu bagian yang mevlaksanakan 

 
30Joko Sriwidodo, “Kajian Hukum Pidana Indonesia” Kepel Press, Yogyakarta, 2019. 

Hlm.1. 
31Wawancara Bapak Bentang Selaku Kasubnit Jatanras Satreskrim Polresta Jambi 11 

Febuari 2025 
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pevnyulusan dan pevmbinaan tevrhadap masyarakat. Kevgiatan 

sovsialisasi ini biasanya dilakukan baik devngan pevrtevmuan devngan 

warga, mevlalui kevgiatan kevagamaan maupun acara yang 

disevlevnggarakan ovlevh sevbuah kovmunitas.32 

Hal ini juga disampaikan oleh Pak Subandi Selaku PPNS Satpol PP 

Kota Jambi beliau menyebutkan bahwa: Iya sama seperti pihak polresta, 

kami sebagai satpol pp juga sering juga  rutin melakukan penyuluhan dan 

edukasi kepada masyarakat melalui berbagai kegiatan seperti seminar, 

diskusi kelompok, dan pelatihan yang melibatkan tokoh masyarakat 

maupun tokoh agama. Tidak beda jauh juga la dengan apa yang di 

lakukan oleh polres mirip-mirip untuk bentuk penyuluhannya33 

Adanya upaya pevnevgakan hukum sevcara Prev-mitif ini mevrupakan 

suatu bagain dari upaya untuk mevncevgah sevcara tidak langusng tevrhadap 

pevngevdaran daripada minuman kevras ini, yaitu untuk mevnghilangkan 

ataupun mevngurangi faktovr-faktovr yang mevndovrovng adanya kevsevmpatan 

maupun pevluang untuk pevngevdar mevlakukan pevngevdaran minuman kevras 

tanpa izin dan tidak sevsuai mutu. 

2. Prevvevntif 

Sevlain mevlakukan pevnevgakan devngan cara Prevmitif, Povlrevsta jambi 

juga mevlakukan pevnevgakan devngan cara Prevvevntif. Hal ini disampaikan ovlevh 

bapak Bevntang bevliau mevnyevbutkan bahwa: “sevlain pevnevgakan sevcara 

Prevmevtif, kita juga mevlakukan pevnevgakan sevcara prevvevntif yaitu devngan 

 
32Wawancara Bapak Lumban Gaol selaku Banit V Jatanras Satreskrim Polresta Jambi 11 

Febuari 2025 
33Wawancara Bapak Subandi selaku Anggota PPNS Penegakan Perda Satpol PP Jambi 7 

July 2025 
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mevlakukan pevngawasan sevcara rutin ditevmpat- tevmpat yang dianggap rawan 

tevrjadinya transaksi pevngevdaran minuman kevras ini.”34 Pevngawasan yang 

dilakukan ini adalah: 

1) Patrovli Bevrkala 

Patrovli ini dilakukan dalam upaya mevnevkan pevrevdaran minuman 

kevras tanpa izin. Bevliau mevnyevbutkan bahwa: 

Kami sevcara rutin itu mevngadakan patrovli siang dan juga malam 

hari, hal ini dilakukan pada lovkasi yang bevrpovtevnsi untuk mevnjadi 

tevmpat distribusi sevpevrti warung revmang, tevmpat hiburan malam, 

sevrta areva yang rawan sevlain pevnjualan minuman kevras sevpevrti 

tevmpat judi dan lainnya.35 

  

Bapak Lumban sevlaku Banit V Jatanras, bevliau  mevnambahkan 

bahwa: 

Kalov untuk Povlrevsta itu kita biasa mevlakukan yang Namanya 

patrovl bevrkala atau rutin yang juga dilakukan ovlevh tim satbinas 

(satuan binaan Masyarakat). Nah yang jadi pevmbevda patrovl rutin 

sama ada namanya ovpevrasi pevkat itu, pevlaksanaanya. Kalov patrovl 

rutin ini kan hanya dilakukan ovlevh pihak povlrevsta, maka tevrhadap 

sevluruh bevntuk pevlanggaran yang dilakukan Masyarakat itu jadi 

tanggung jawab pihak kevpovlisian dalam Tindakan hukum yang 

akan dibevrikan. Patrovl ini bukan Cuma ditujukan untuk minuman 

kevras tanpa izin aja tevrmasuk ovplovsan, ovbat tevrlarang, provstitusi 

dan lain-lainya” 

 

Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Subandi, beliau 

menyebutkan bahwa: “Kami rutin lakukan patroli malam hari ke warung 

kecil atau taman kota. Biasanya pelaku sembunyi-sembunyi jual miras 

 
34Wawancara Bapak Bentang Selaku Kasubnit Jatanras Satreskrim Polresta Jambi 11 

Febuari 2025 
35Wawancara Bapak Bentang Selaku Kasubnit Jatanras Satreskrim Polresta Jambi 11 

Febuari 2025 
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di bungkus plastik biasa atau botol air mineral. Kalau ditemukan, 

langsung kita sita, lapor ke kepolisian juga."36 

2) O vpevrasi Pevkat 

Sevlain dari kevgiatan patrovli itu dilakukan juga O vpevrasi gabungan 

ovlevh Povlrevsta Jambi devngan Satpovl PP Kovta jambi. Bapak Lambun 

mevnyatakan: 

Sevlain patrovli sevcara rutin kami dan Satpovl PP Kovta Jambi sevring 

mevlakukan yang namanya O vpevrasi Pevkat (Pevnyakit Masyarakat) 

devngan cara mevlakukan pevnyisiran pada tevmpat yang diduga 

mevnjadi lovkasi pevnyimpanan dan pevnjualan minuman kevras tanpa 

izin. Namun dalam ovpevrasi ini bukan hanya minuman kevras saja 

yang dipevriksa tevrapi juga pevnyevbevran ovbat-ovbatan tevrlarang jadi 

bukan tevrkhusus untuk minuman kevras saja. Sevlama ovpevrasi ini 

tevrlaksana, kami mevlakukan pevmevriksaan sevcara kevsevluruhan 

tevrhadap warung, tovkov ataupun tevmpat-tevmpat yang dipevrkirakan 

sevbagai pusat distribusi minuman kevras dan ovbat-ovbat tevrlarang 

lainnya.37 

Hal ini juga ditambahkan ovlevh Bapak Bevntang, bevliau 

mevnyevbutkan:  

Kalov tadi Patrovli rutin sevkarang ada yang Namanya O vpevrasi 

Pevkat, O vpevrasi ini itu dilakukan ovlevh tim gabungan antara Pihak 

Povlrevsta, Satpovl PP, dan pihak yang bevrwevnang. Kalov O vpevrasi 

Pevkat ini untuk pevlanggaran minuman kevras baik itu tanpa izin 

maupun ovplovsan itu akan disevrahkan kevpada pihak Satpovl PP yang 

nantinya akan ada pevtugas yang disevbut sevbagai PPNS (Pevnyidik 

Pevgawai Nevgri Sipil). Jika ditevmukan adanya pevlanggaran, kami 

tidak akan ragu untuk mevngambil tindakan sevsuai devngan aturan 

yang bevrlaku. Langkah-langkah yang kami tevmpuh mevncakup 

pevnyitaan barang bukti guna mevncevgah pevrevdaran levbih lanjut, 

pevmbinaan tevrhadap pevlaku yang tevrlibat dalam distribusi, sevrta 

pevnevrapan tindakan hukum jika dipevrlukan. Pevnindakan ini tidak 

hanya bevrtujuan untuk mevnevkan angka pevrevdaran minuman kevras 

 
36Wawancara Bapak Subandi selaku Anggota PPNS Penegakan Perda Satpol PP Jambi 7 

July 2025 
37Wawancara Bapak Lumban Gaol selaku Banit V Jatanras Satreskrim Polresta Jambi 11 

Febuari 2025 
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tanpa izin, tevtapi juga untuk mevmbevrikan evfevk jevra kevpada pevlaku 

agar tidak mevngulangi pevrbuatannya.38 

Bapak Subandi selaku PPNS satpol pp kota jambi, beliau 

menyebutkan bahwa: 

Kami rutin melakukan Operasi Pekat (Penyakit Masyarakat), 

terutama malam hari dan akhir pekan. Target kami bukan hanya 

miras, tapi juga pelanggaran lain seperti PSK dan pelanggaran 

ketertiban umum. Tempat yang kami sasar biasanya kios kecil, 

warung pinggir jalan, dan taman kota. Kalau ada pelanggaran miras 

tanpa izin, biasanya kami koordinasi dengan Polresta Jambi, 

khususnya untuk tindakan lebih lanjut. Kami di Satpol PP tidak bisa 

proses pidana, jadi kami serahkan ke PPNS (Penyidik Pegawai 

Negeri Sipil) untuk diproses berdasarkan Perda. Tapi kalau 

pelanggarannya berat atau berulang, biasanya akan diserahkan ke 

kepolisian. Kami sangat terbantu kalau operasi dilakukan bersama 

Polresta. Mereka punya kewenangan lebih luas, jadi kami saling 

dukung. Tujuan akhirnya tentu agar peredaran miras ini bisa ditekan 

dan pelaku jera.”39 

3. Revprevsif 

Pevnevgakan hukum sevcara revprevsif ini dilakukan apabila pevnevgakan 

sevcara prevmitif dan prevvevntif tidak dapat diindahkan devngan baik ovlevh 

pevlaku ataupun mevngalami kevgagalan yang mana hal ini mevrupakan langkah 

tevrakhir yang harus dilakukan dalam pevnevgakan hukum. Bapak bevntang 

mevnyevbutkan bahwa: 

Revprevsif ini kan bevrsifat mevmaksa ya, jadi apabila tindakan prevmtif 

dan prevvevntif masih juga bevlum evfevktif, maka yang kami lakukan 

adalah bevrtindak tevgas dan mevmaksa mevlalui pevnindakan hukum 

levbih lanjut tevrhadap pevlaku yang tevrbukti mevnjual ataupun 

mevngevdarkan minuman kevras tanpa izin ini, baik mevlalui pevnyitaan 

 
38Wawancara Bapak Bentang Selaku Kasubnit Jatanras Satreskrim Polresta Jambi 11 

Febuari 2025 
39Wawancara Bapak Subandi selaku Anggota PPNS Penegakan Perda Satpol PP Jambi 7 

July 2025 
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barang bukti, pevmbevrian sanksi, maupun provsevs hukum levbih 

lanjut.40 

 

Sevlain itu juga Bapak Lumban mevnambahkan bahwa: 

Bevtul sevkali apabila Prevmtif dan Prevvevntif sudah tidak evfevktif lagi 

ataupun malah masih bevrevdar luas minuman ovplovsan itu, maka kami 

mevlakukan tindakan Revprevsif. Adanya tindakan ini itu bevrtujuan 

untuk mevnindak levbih lanjut pevlanggar dan mevmbevrikan 

pevrlindungan kevpada masyarakat tevntang dampak buruk yang 

ditimbulkan dari minuman kevras . Tevntunya kami sevbagai pevnevgak 

hukum ingin mevmastikan bahwa masyarakat itu tevrlindungi. Maka 

dari itu pevlaku yang tevtap bevrsikevras untuk mevmpevrjualbevlikan, 

mevndistribusikan itu untuk dibevrikan tindakan hukum yang sevsuai 

provsevdur yang bevrlaku.41 

 

Selain itu, dari pihak Satpol PP Kota Jambi, Bapak Subandi juga 

menyampaikan bahwa tindakan represif ini tidak bisa berdiri sendiri tanpa 

koordinasi: 

”Kalau pas razia itu kami temukan pelaku yang sudah pernah 

melanggar, atau jumlah minuman keras tanpa izinnya banyak, kami 

anggap itu adalah hal serius. Kami buasanya langsung serahkan ke 

PPNS atau koordinasi ke polisi langsung. Kalo Satpol PP itu kan 

kewenangnnya administratif ya kaua penyitaan tapi tetep aja nanti 

botolnya juga akan diserahkan ke pihak polresta.”42 

 

Berdasarkan data yang didapat bahwa penegakkan secara represif ini 

sudah dilakukan denga bukti adanya Sepanjang tahun 2017 hingga 2024, 

jumlah botol minuman keras tanpa izin yang disita mencapai ribuan per 

tahun, dengan total keseluruhan mencapai lebih dari 11.000 botol. Dan 

dalam periode 2019–2024 tercatat sebanyak 74 kasus pelanggaran terhadap 

 
40Wawancara Bapak Bentang Selaku Kasubnit Jatanras Satreskrim Polresta Jambi 11 

Febuari 2025 
41Wawancara Bapak Lumban Gaol selaku Banit V Jatanras Satreskrim Polresta Jambi 11 

Febuari 2025 
42Wawancara Bapak Subandi selaku Anggota PPNS Penegakan Perda Satpol PP Jambi 7 

July 2025 
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Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2010, di mana 14 kasus di antaranya 

merupakan pelanggaran berulang. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan 

hukum melalui pendekatan preemtif (edukasi), preventif (peringatan dan 

pengawasan), serta represif (penindakan) masih menghadapi berbagai 

kendala yang cukup serius. 

B. Kendala Penegakan Hukum terhadap Pelaku yang Mengedarkan 

Minuman Keras Tanpa Izin di Kota Jambi  

 Adapun kevndala pevnagakan hukum tevrhadap pevlaku yang 

mevngevdarkan minuman kevras tanpa izin di Kovta Jambi ini yaitu: 

1. Faktovr Hukum 

 Dalam mevnevgakan hukum,faktovr hukum mevnjadi salah satu evlevmevn 

yang sangat pevnting. Hal ini disevbabkan karevna pevran hukum yang 

mevrupakan landasan utama dalam upaya untuk mevnciptkan kevtevrtiban di 

daalam masyarakat. Karevna devngan adanya aturan yang jevlas dan tevgas 

tevntunya provsevs pevnevgakan hukum dapat bevrjalan sevcara ovptimal. Kovta 

Jambi sevndiri acuan hukum utama dalam mevngatur tevrkait pevrevdaran 

minuman bevralkovhovl ini adalah Pevrda Novmovr 7 Tahun 2010 yang dalam 

Pasal 5 disevbutkan bahwa: “Sevtiap ovrang atau badan dilarang mevnjual 

minuman bevralkovhovl govlovngan A, B, dan C sevcara evcevran atau grovsis di 

tevmpat umum tanpa izin”. Pevrda ini mevnitikbevratkan pada aspevk pevrizinan 

dan lovkasi pevnjuala. Namun dalam praktiknya, pevlanggaran pevrda 

sevringkali hanya ditindak devngan pevlanggaran ringan (tipiring) , yang 

kurang mevmbevrikan evfevk jevra. 
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 Dalam bevbevrapa kasus aparat pevnevgak hukum mevncovba untuk 

mevnggunakan Pasal 204 KUHP yang mevngatur tevntang barang bagi nyawa 

atau Kevsevhatan, namun pevnevrapannya cukup rumit karevna dipevrlukan 

pevmbuktian bahwa pevlaku mevngevtahui bahaya dari provduk. Dikarevnakan 

sifat minuman kevras ini tidak sevlalu bevrbahaya (bukan ovplovsan), pasal ini 

tidak bisa sevlalu digunakan.  

 Bapak Bevntang, sevlaku Kasubnit Jatanras, mevnyevbutkan bahwa: 

“Kalau kita mevngacu kev Pevrda, fovkusnya levbih kev izin dan lovkasi pevnjualan. 

Sevmevntara KUHP mevmang bisa dipakai, tapi pevmbuktiannya rumit. Jadi 

ada kalanya pevlaku hanya dijevrat devngan Tipiring”.43 

 Hal sevrupa juga disampaikan ovlevh Bapak Lumban, yang 

mevnambahkan bahwa: 

Sevringkali, kalau tidak ada kovrban jiwa, kasusnya dianggap ringan 

dan cukup masuk Tipiring. Hal ini tevntunya mevnyevbabkan banyak 

pevlaku yang tidak mevndapat evfevk jevra karevna hanya dikevnakan sanksi 

ringan atau sevkevdar pevmbinaan. Padahal, walaupun tidak sevcara 

langsung, pevrdaran minuman kevras tanpa izin tevtap mevrupakan 

pevlanggaran hukum yang dapat bevrdampak pada kevtevrtiban umum 

dan movral gevnevrasi muda.44 

 

 Maka dari itu kevbevradaan hukum yang jevlas dan juga tevgas akan 

mevmbevrikan kevpastian hukum tevrhadap masysarakat bahwasanya sevgala 

bevntuk tindak pidana dan pevlanggaran akan ditevrapkan sevccara adil dan 

tevgas pula. 

 
43Wawancara Bapak Bentang Selaku Kasubnit Jatanras Satreskrim Polresta Jambi 11 

Febuari 2025 
44Wawancara Bapak Lumban Gaol selaku Banit V Jatanras Satreskrim Polresta Jambi 11 

Febuari 2025 
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2. Faktovr Pevnevgak Hukum 

 Pevnevgak hukum sevpevrti Povlisi, Jaksa, dan Hakim, mevmainkan pevran 

yang sangat pevnting dalam upaya unuk mevnevgakan hukum. Dalam hak ini 

Povlrevsta mevmpunyai pevran yang bevsar dalam mevnanangani kasus yang 

tevrjadi di tingkat kovta. Pevrmasalahan yang masih tevrus bevrkevmbang di Kovta 

Jambi adalan pevrmasalahan tevrkait pevrevdaran minuman kevras tanpa izin. 

Mevnurut bapak Bevntang dalam praktik pevnevgakan hukum, aparat pevnevgak 

hukum sevndiri masih mevngalami bevbevrapa kevndala yaitu: 

1) Kevtevrbatasan Pevrsovnal 

Bevliau mevnyevbutkan bahwa:  

Jumlah aparat kita mevmang banyak, namun yang mevnjual ataupun 

mevndistribusikan minuman itu sangat banyak, mevmang kalo v 

bevrdasarkan data jumlah bovtovl yang disita pun banyak, tapi itu 

cuma untuk di bevbevrapa tevmpat, bevlum tevmpat-tevmpat lainnya 

yang tidak tevrdevtkevsi. Sevpevrti di daevrah tevrpevncil atau tevrsevmbunyi 

itu sevring kali sulit untuk dijangkau untuk dilakukan pevngawasan 

sevcara rutin maupun sovsialisasi.45 

 

2) O vknum yang tidak bevrtindak O vptimal 

 

 Dalam bevbevrapa kasus sevringkali O vknum pevnevgakan hukum 

mevnjadi bevrbalik malah mevlakukan pevrbuatan yang sevharusnya dilarang 

untuk dilakukan. Salah satunya adalah kevbovcovran infovrmasi mevngevnai 

jadwal patrovl atau Razia yang tevrkadang dilakukan ovlevh ovknum dari 

aparat. Hal ini mevmbuat para pevalku dapat mevngantisipasi atau 

mevnghindar sevbevlum aparat tiba di Lovkasi. Bevliau mevnyevbutkan bahwa: 

 
45Wawancara Bapak Bentang Selaku Kasubnit Jatanras Satreskrim Polresta Jambi 11 

Febuari 2025 
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Ada kalanya juga kami pihak aparat mevrasa curigaa karevna Kevtika 

akan mevlakukan Razia, lovkasi yang biasanya ramai mevndadak 

sevpi, sevpevrti ada yang mevmbevritahu sevbevlumnya, ini tevntunya 

mevnyulitkan pevnindakan. 

 

Namun adapun upaya yang dilakukan dalam mevngurangi hal 

tevrsevbut disampaikan ovlevh Bapak Lumban yaitu: 

a. Mevningkatkan pevngawasan intevrnal 

b. Mevnevrapkan sistevm pevlapovran yang transparan 

c. Mevnindak tevgak ovknum tevrsevbut.46 

Dalam upaya ini, povlrevsta jambi bevrkovmitmevn untuk tidak hanya 

mevnevgakkan hukum tevtapi juga mevnciptakan lingkungan yang aman 

dan nyaman. 

3. Faktovr Sarana dan Fasilitas 

Dalam kovntevks pevnevgakan hukum sarana dan fasilitas mevnjadi hal 

yang sangat krusial dalam upaya mevnevgakkan hukum. Namun dalam hal ini 

untuk mevnangani pevnyevbadan dari minuman kevras ovplovsan di Kovta Jambi 

masih tevrdapat kevtevrbatasan tevrakit sarana dan fasilitas yaitu: 

1) Fasilitas pevndukung tevknovlovgi  

Bapak Lumban mevnyevbutkan bahwa: Kurang tevknovlovgi kaya CCTV  itu 

kurang sevbevnarnya. Karevna sevbevtulnya adanya CCTV itu sangat 

mevmbantu ya. Kalau Cuma mevngandalkan patrovl manual dan lapovran 

 
46Wawancara Bapak Lumban Gaol selaku Banit V Jatanras Satreskrim Polresta Jambi 11 

Febuari 2025 
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dari Masyarakat itu kadang kurang bisa tevrdevtevksi devngan mudah kalau 

hanya mevngandalkan patrovli rutin itu.47 

2) Kevndaraan O vpevrasiovnal untuk patrovli. 

 Bapak Bevntang mevnyevbutkan bahwa: 

Kurangnya kevndaraan ovpevrasiovnal untuk patrovli mevmbuat kami 

kevsulitan dalam mevlakukan pevngawasan di bevrbagai titik rawan 

pevrevdaran minuman kevras . Bevbevrapa daevrah sulit dijangkau 

karevna kevtevrbatasan armada, sevhingga revspovns tevrhadap lapovran 

masyarakat sevring kali tevrtunda.48 

 

Hal ini juga dijevlaskan ovlevh Bapak Lumban, bevliau 

mevnyevbutkan bahwa: 

Bevtul, salah satu kevndala tevrkait pevlaksanaan pevnevgakan hukum 

tevrhadap minuman kevras tanpa izin ini tevrkait kevndaraan 

ovpevrasovnal . Jika kevndaraan ovpevrasiovnal mevncukupi, kami dapat 

mevningkatkan intevnsitas patrovli dan mevnjangkau levbih banyak 

wilayah yang diduga mevnjadi pusat pevrevdaran minuman kevras. 

Saat ini, kevtevrbatasan armada sevring kali mevnghambat kami 

dalam mevlakukan razia tevpat waktu, sevhingga pevlaku mevmiliki 

kevsevmpatan levbih bevsar untuk mevnghindari pevnindakan.49 

 

4. Faktovr Masyarakat 

 Kevsadaran hukum masyarakat juga mevnjadi kevndala dalam 

mevnanggulangi pevrevdaran minuman kevras tanpa izin. Banyak masyarakat 

yang masih mevmbevli dan mevngovnsumsi minuman kevras tanpa izin karevna 

harganya yang jauh levbih murah dibandingkan minuman bevralkovhovl levgal. 

 
47Wawancara Bapak Lumban Gaol selaku Banit V Jatanras Satreskrim Polresta Jambi 11 

Febuari 2025 
48Wawancara Bapak Bentang Selaku Kasubnit Jatanras Satreskrim Polresta Jambi 11 

Febuari 2025 
49Wawancara Bapak Lumban Gaol selaku Banit V Jatanras Satreskrim Polresta Jambi 11 

Febuari 2025 
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Sevlain itu, ada sevbagian pihak yang evnggan mevlapovrkan aktivitas pevrevdaran 

minuman kevras karevna takut akan dampak sovsial atau ancaman dari pevlaku. 

Dalam wawancara devngan sevovrang warga, Bapak RD, bevliau 

mevnyampaikan: "Pevnjual di sevkitar sini movdalnya kevcil, mevrevka nggak bevli 

dalam jumlah bevsar, biasanya ada distributovr yang datang bawa barang. Jadi 

tinggal jual. Mevrevka juga takut, tapi karevna nggak ada movdal, ya ambil dari 

distributovr.50 

Hal ini juga disampaikan ovlevh Bapak Bevntang, bevliau mevnyevbutkan 

bahwa: “Iya bevtul kadang juga ada masyarakat itu yang tidak mevlapovr, 

kevcuali sudah ada kevjadian buruk baru mevlapovr. Kurang kovovrdinasi aja 

antara pihak aparat devngan masyarakat sevtevmpat”.51 

Maka dari itu Revndahnya kevsadaran hukum dan rasa takut untuk 

mevlapovr mevnyevbabkan pevrevdaran minuman kevras tanpa izin tevrus 

bevrlangsung di bevbevrapa lovkasi tanpa adanya pevngawasan yang evfevktif. 

Masalah pevnevgakan hukum baik dalam pevncevgahan maupun 

pevmbevrantasannya bukan hanya mevrupakan tugas aparat pevnevgak hukum, 

mevlainkan juga tanggung jawab sevmua pihak, tevrmasuk Masyarakat.52 

 Mevskipun devmikian, aparat tevrus bevrupaya mevlakukan pevndevkatan 

pevrsuasif agar masyarakat mevmahami risikov dari pevrevdaran minuman kevras. 

 
50Wawancara Warga Bapak RD, Tanggal 12 Febuari 2025 
51Wawawancara Bapak Bentang Selaku Kasubnit Jatanras Satreskrim Polresta Jambi 11 

Febuari 2025 
52Yulia Monita, Elizabeth Siregar, Dheny Wahyudi, “The Role of Society in Prvenetion and 

Eradication of Corruption Criminal Actions in Indonesia’s Legislation Prespective” Berumpun, 

Vol.2, No.2, 2019. Diakses melalui https://berumpun.ubb.ac.id/index.php/BRP/article/dwonload 

tanggal 23 Maret 2025 

https://berumpun.ubb.ac.id/index.php/BRP/article/dwonload
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Sevlain mevnevgakkan hukum sevcara tevgas, mevrevka juga gevncar mevlakukan 

evdukasi mevngevnai bahaya miras agar masyarakat sevcara pevrlahan dapat 

mevngubah kevbiasaan tevrsevbut. 

5. Faktovr Kevbudayaan 

Budaya kovnsumsi miras tevrutama illevgal di kovta jambi mevnjadi salah satu 

pevrmasalahan yang cukup sevrius karevna milhat dampak-dampak yang 

dtimbulkan dari kovnsumsi minuman ini sangat mevrugikan. Bapak Lumban 

mevnyevbutkan bahwa: “Salah satu yang mevnyulitkan itu ya kevtika 

Masyarakat itu mevlihat bahwa minuman kevras bukanlah yang sevrius. Pada 

bevbevrapa tevmpat pevnjualnya dianggap hal biasa, apalagi kalua sudah 

mevnjadi kevbiasaan di lingkungan mevrevka.”53 

 Sevnada devnga napa yang disampaikan ovlevh Baapak Lumban, Bapak 

Bevntang juga mevnjevlaskan bahwa:  

Yang jual itu kan kiovs-kiovs kevcil biasanya kalov tanpa izin, nah 

mevrevka mevnganggapnya sevbagai tambahan pevnghasilan, karevna 

pevminatnya juga banyak. Kevtiks kita mevlakukan pevnindakan, mevrevka 

kadang bialng “kita Cuma cari untuk makan pak” jadinya mevmang 

agak sulit pevrmasalahan miras illevgal ini karevna banyak sevkali 

pevrtimbangannya54 

 

 Sevlain itu, pevndapat sevrta pandangan warga sevkitar yang mevmbuat 

kevbiasaan atau kevbudayaan miras ini tevlah mevngakar. Bevrdasarkan 

kevtevrangan salah satu warga bapak RD bevliau mevnyevbutkan bahwa : Kalau 

jual miras-miras illevgal sevpevrti itu kan sudah ada dari dulu ya sevjauh ini 

 
53Wawancara Bapak Lumban Gaol selaku Banit V Jatanras Satreskrim Polresta Jambi 11 

Febuari 2025 
54Wawawancara Bapak Bentang Selaku Kasubnit Jatanras Satreskrim Polresta Jambi 

11 Febuari 2025 
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tidak ada yang mevnganggu atau revsev sih, palingan yang bevli itu anak-anak 

muda minumnya Santai-santai saja tidak mabuk yang bikin rusuh.55 

 Bapak Bevntang mevnevgaskan bahwa sovlusi tevrbaik dalam mevngatasi 

pevrevdaran minuman kevras ini adalah mevlalui sinevrgi antara pevmevrintah, 

aparat pevnevgak hukum, dan masyarakat. Dalam upaya ini, aparat tidak 

hanya fovkus pada tindakan pevnindakan, tevtapi juga mevmbevrikan 

pevmahaman kevpada masyarakat. Mevrevka bevkevrja sama devngan tovkovh adat 

dan tovkovh agama untuk mevningkatkan kevsadaran masyarakat mevngevnai 

bahaya minuman kevras, devngan harapan bahwa kevbiasaan ini dapat bevrubah 

devmi kevbaikan bevrsama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
55Wawancara Warga Bapak RD, Tanggal 12 Febuari 2025 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 Bevrdasarkan hasil pevnevlitian sevbagaimana yang tevlah diuraikan 

didalam pevmbahasan diatas, maka pevnulis mevnarik kevsimpulan sevbagai 

bevrikut: 

1. Tevrdapat 3 cara pevlaksanaan pevnevgakan hukum tevrhadap pevlaku 

pevngevdar minuman kevras tanpa izin di Kovta Jambi, yaitu Prevevmtif 

mevlalui sovsialiasi yang dilakukan ovlevh Satbinmas (satuan binaan 

masyarakat) yang tevrdapat di Povlrevsta Jambi devngan mevmbevrikan 

pevngevtahuan tevntang bahanya minuman kevras, lalu devngan cara 

Prevvevntif, yaitu pevnevgakan hukum yang dilaksanakan devngan cara 

mevlakukan pevngawasan. Adapun pevngawasan yang dilakukan yaitu, 

patrovli bevrkala dan ovpevrasi pevkat. Dan yang tevrakhir adalah Revprevsif, 

yaitu tindakan yang dilakukan apabila sevcara Prevmtif dan Prevvevntif 

sudah tidak diindahkan devngan baik ovlevh pevlaku. Pevlaksanaan 

pevnevgakan hukum tevrhadap pevlaku pevngevdar minuman kevras tanpa izin 

di Kovta Jambi ini sudah dilaksanakan devngan sevbaik mungkin namun 

bevlum ovptimal sevcata kevsevluruhan karevna ada bevbevrapa kevndala. 

2. Kevndala dalam pevnevgakan hukum tevrhadap pevlaku pevngevdar minuman 

kevras tanpa izin di Kovta Jambi mevlingkupi: faktovr hukum, faktovr 

pevnevgak hukum, faktovr saran dan fasilitas, faktovr Masyarakat dan Faktovr 

Kevbudayaan. 
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B. Saran 

 Adapun saran yang dapat pevnulis bevrikan bevrdasarkan hasil 

pevnevlitian dalam pevmbahasan yang pevnulis lakukan adalah: 

1. Untuk mevningkatkan evfevktivitas pevnevgakan hukum tevrhadap pevlaku 

pevngevdar minuman kevras tanpa izin di Kovta Jambi dilakukan  stratevgi 

Prevmtif yang dapat dipevrluas devngan mevmpevrbanyak kevgiatan 

sovsialisasi dan evdukasi mevlalui Satbinmas, tidak hanya di sevkovlah-

sevkovlah, tevtapi juga di kovmunitas masyarakat dan tevmpat ibadah, agar 

pevmahaman mevngevnai bahaya  minuman  kevras sevmakin  mevluas. 

Pevndevkatan Prevvevntif pevrlu dipevrkuat devngan mevningkatkan intevnsitas 

patrovli bevrkala dan mevmpevrluas jangkauan O vpevrasi Pevkat kev wilayah- 

wilayah yang rawan namun jarang tevrsevntuh pevngawasan. Sevmevntara 

itu, pevndevkatan Revprevsif harus dilakukan devngan levbih tevgas mevlalui 

pevmbevrian sanksi yang sevsuai aturan hukum yang bevrlaku sevrta 

pevnyitaan barang bukti untuk mevmbevrikan evfevk jevra kevpada pevlaku. 

2. Kevndala yang muncul dalam pevnevgakan hukum dapat diatasi devngan 

mevrevvisi pevraturan daevrah dan mevnyevlevraskan devngan KUHP untuk 

evfevktivitas pevnanganan kasus miras tanpa izin. Pevningkatan fasilitas 

sevpevrti kevndaraan ovpevrasiovnal dan anggaran patrovl juga dipevrlukan. 

Sevlain itu, evdukasi bevrkevlanjutan dari pevran tovkovh Masyarakat sevrta 

agama pevnting untuk mevningkatkan kevsadaran dan partisipan 

Masyarakat dalam pevmbevrantasan miras.   
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